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DUKUNGAN 

SEKRETARIS JENDERAL 

KEMENTERIAN PERTANIAN 

Dr. Ir. Momon Rusmono, MS 

 

Saya sangat mendukung dan menyambut 

baik terhadap  Proyek Perubahan dengan 

judul   “Peningkatan Layanan Penyuluhan 

Pertanian dalam rangka Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai 

Pusat Kegiatan Pembangunan Pertanian di Kecamatan (KOSTRATANI) yang 

telah disusun oleh Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc (Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, 

BPPSDMP) sebagai peserta PKN angkatan XVII tahun 2020. Saya juga 

mendukung output proyek perubahan tersebut khususnya dalam hal 

pengembangan Aplikasi Laporan Program Utama Kementerian Pertanian yang 

diinput oleh petugas data di Kostratani sebagai instrument konektivitas 5.733 

BPP Kostratani ke AWR. Dengan demikian, kami di pusat dapat lebih memahami 

kondisi di lapangan secara langsung dan real time.  Pemanfaatan Aplikasi 

Laporan Program Utama ini dikawal dalam bentuk monitoring dan evaluasi oleh 

tim Inspektorat Jenderal agar lebih efektif dan efisien dalam implementasinya. 

Monitoring dan evaluasi ini merupakan tahapan rencana strategis jangka 

menengah yang sudah dilaksanakan dalam jangka pendek. Selain itu, saya juga 

sangat mendukung output terintegrasinya data base petani berbasis NIK di 

Simluhtan dan e-RDKK yang menjadi rekomendasi BPK dalam rangka 

mewujudkan satu data petani Indonesia. Integrasi data petani ini dipayungi oleh 

Peraturan Menteri Pertanian tentang Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan 

Pertanian (SMIPP) yang merupakan milestones jangka mengah.  
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DUKUNGAN  

KEPALA BADAN PPSDMP 

KEMENTERIAN PERTANIAN 

Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi 

M.Agr 

 

Salah satu Program Utama 

Kementerian Pertanian yang 

sangat  penting adalah Komando 

Strategis Pembangunan 

Pertanian di tingkat Kecamatan,  disingkat Kostratani. Kostratani itu adalah 

pemberdayaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), penyuluh dan petani melalui 

penguatan informasi teknologi. Oleh karena itu, saya menyambut baik proyek 

perubahan yang digagas oleh Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Dr. Ir. Leli 

Nuryati MSc dengan judul  “Peningkatan Layanan Penyuluhan Pertanian dalam 

rangka Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai Pusat Kegiatan 

Pembangunan Pertanian di Kecamatan (Kostratani)”. Saya juga mendukung 

penuh milestones proyek perubahan ini yaitu Aplikasi Laporan Program Utama 

Kementerian Pertanian yang diinput oleh petugas di Kostratani langsung ke AWR  

secara periodik setiap hari Jumat serta terintegrasinya data base petani berbasis 

Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di SIMLUHTAN dengan e-RDKK. 

Saya berharap dengan adanya kedua output utama proyek perubahan tersebut 

maka kualitas layanan penyuluhan pertanian akan lebih baik sehingga dapat 

mendorong terwujudnya peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan 

petani di Indonesia.  
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DUKUNGAN 

KEPALA PUSAT DATA DAN 

SISTEM INFORMASI 

PERTANIAN 

Dr. Akhmad Musyafak S.P.M.P. 

 
Bapak Menteri Pertanian 

menyatakan bahwa kecamatan 

adalah unit terkecil pembangunan 

pertanian dimana lembaga 

penyuluhan pertanian yang kita 

kenal di kecamatan adalah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang dijadikan 

sebagai pusat kegiatan pembangunan pertanian. Saya mendukung apa yang 

telah dilakukan oleh Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Dr. Leli Nuryati, M.Sc. 

sebagai peserta PKN Angkatan XVII tahun 2020, yang mengangkat judul proyek 

perubahan yaitu  “Peningkatan Layanan Penyuluhan Pertanian dalam rangka 

Penguatan BPP sebagai Pusat Kegiatan Pembanguan Pertanian (Kostratani). 

Saya kira ini merupakan suatu kegiatan yang sangat strategis dan kita 

mendukung untuk proyek perubahan tersebut, khususnya dalam rangka 

penyempurnaan aplikasi laporan utama. Penyempurnaan ini sebagai instrumen 

konektivitas dari 5.733 BPP Kostratani ke AWR yang diinput oleh petugas admin 

di BPP seluruh Indonesia. Selain itu, saya sangat mendukung terintegrasinya 

data base petani yang ada di SIMLUHTAN dengan e-RDKK. Dengan adanya 

integrasi data ini, maka penyaluran distribusi pupuk bersubsidi itu akan lebih 

tepat sasaran ke petani yang memang sudah berkelompok dengan areal luas 

lahannya kurang dari 2 hektar. Harapan besar saya, bahwa apa yang akan 

dilakukan ini nantinya akan bisa digunakan oleh seluruh Eselon I lingkup 

Kementerian yang nantinya perlu kita payungi dengan satu Peraturan Menteri 

Pertanian, sehingga semua Eselon I yang akan akan melaksanakan kegiatan 

harus diawali dengan membuat CPCL dengan basis data di SIMLUHTAN. Saya 

kira ini satu langkah yang sudah lama ingin kita upayakan dan saya optimis 

melalui proyek perubahan ini tujuan satu data petani di Indonesia akan bisa 

tercapai.  
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SURAT PERNYATAAN 

1. Peserta Pelatihan Kepemimpinan 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Dr. Ir. Leli Nuryati, MS 

Jabatan  : Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian 

Instansi : Pusat Penyuluhan Pertanian 
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merupakan produk pembelajaran individual yang menjadi salah satu indikator 

pencapaian hasil pelatihan. Proyek Perubahan ini akan diimplementasikan di 

Pusat Penyuluhan Pertanian dalam milestone jangka menengah yaitu Januari 

sd Juni 2021 dan Jangka Panjang yaitu Juli 2021 sd Juli 2022. 

 

4. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan segala konsekwensinya. 
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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Alah SWT yang telah 

memberikan segala Rahmat dan Hidayah Nya sehingga kegiatan Laboratorium 

Kepemimpinan Diklat PKN II Angakatan XVII Tahun 2020 dapat penulis 

selesaikan tepat waktu. Pada Diklat PKN II ini penulis melaksanakan suatu 

terobosan inovasi perubahan yang berkaitan dengan program utama 

Kementerian Pertanian yaitu penguatan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) 

sebagai pusat kegiatan pembangunan pertanian di kecamatan (Kostratani). 

Inovasi ini dilaksanakan dalam rangka optimalisasi tugas, fungsi dan peran 

Kostratani melalui pemanfaatan teknologi informasi, dengan judul 

“PENINGKATAN LAYANAN PENYULUHAN PERTANIAN DALAM RANGKA 

PENGUATAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) SEBAGAI PUSAT 

KEGIATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI KECAMATAN (KOSTRATANI)”. 

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua 

pihak yang telah memberikan bimbingan, saran, bantuan dan dukungan baik 

langsung maupun tidak langsung sehingga dapat tersusunnya Laporan Proyek 

Perubahan ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak 

terkait antara lain: 

1. Bapak Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian,              

Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr  dan Sekretaris Jenderal Kementerian 

Pertanian, Bapak  Dr. Ir. Momon Rusmono, MS dan yang sudah memberikan 

dukungan pada proyek perubahan ini telah memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II 

Angaktan XVII Tahun 2020  serta memberikan bimbingan, memotivasi, 

arahan dan persetujuan dalam rangka pelaksanaan Proyek Perubahan. 

2. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kepala 

Pusat Pelatihan Pertanian, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian yang telah 

mendukung dalam proyek perubahan ini; 

3. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Direktur Pupuk dan 

Pestisida, Kepala Biro Hukum, beserta jajarannya yang telah mendukung 

proyek perubahan ini; 
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4. Kepala Pusat Pelatihan Manajemen Kepemimpinan (PPMKP) Ciawi sebagai 

penyelenggara yang telah memfasilitasi kegiatan PKN II Angkatan XVII 

Tahun 2020; 

5. Bapak Drs. Panani MA selaku Coach yang telah memberikan bimbingan dan 
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berkomitmen terhadap mutu; 

6. Ibu Prof. Dr. Ir. Winarni Monoarfa, MS, sebagai Penguji pada kegiatan 
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7. Widyaswara Lembaga Administrasi Negara dan Widyaiswara Pusat 

Pelatihan Manajamen Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi yang telah 

memberikan materi selama pelatihan, dan membimbing kami menyelesaikan 

RPP dan Proyek Perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

8. Suami tercinta Hendro Prasetyo, kedua putra dan putri kami, Setyo Aji 

Harjanto dan Nurina Ayuningtyas serta keluarga tercinta yang senantiasa 

mendukung dan mendoakan kesuksesan dalam dalam kegiatan PKN II; 

9. Para Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVII 

Tahun 2020, teman-teman seperjuangan, yang secara bersama-sama 

dengan penuh persahabatan mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan; 

10. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan seluruh staf Pusat 

Penyuluhan Pertanian, khususnya Tim Effektif, yang banyak membantu 
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Atas semua bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terimakasih, 

Semoga Allah SWT memberikan semua usaha kita sebagai amal ibadah kepada 
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pelaksanaan tugas di Pusat Penyuluhan Pertanian. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
 

Sejak tahun 2019, Kementerian Pertanian (Kementan) RI telah 

mencanangkan Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian 

(Kostratan) yaitu gerakan pembaharuan pembangunan pertanian nasional 

berbasis TIK yang ditetapkan melalui Permentan RI No. 49 tahun 2019 dengan 

basis Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai Komando Strategis 

Pembangunan Pertanian di Kecamatan (Kostratani). Kostratani adalah pusat 

kegiatan pembangunan pertanian di kecamatan, yang merupakan optimalisasi 

tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dengan 

memanfaatkan teknologi informasi (TI) dalam mewujudkan kedaulatan pangan 

nasional. Hingga saat ini belum ada pengaturan dalam peningkatan layanan 

penyuluhan pertanian baik secara umum maupun khusus dalam rangka 

penguatan tugas, fungsi dan peran BPP Kostratani. Peraturan tersebut 

diperlukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai acuan dan 

payung hukum dalam rangka merencanakan, melaksanakan, monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran yang diperlukan untuk 

peningkatan layanan penyuluhan pertanian.  

Tujuan inovasi dari proyek perubahan ini, yaitu: (1) Menyusun Petunjuk 

Teknis dan SOP BPP Kostratani; (2) Melaksanakan Bimtek dan Sosialisasi bagi 

Penyuluh Pertanian di 400 BPP Kostratani; (3) Menyempurnakan aplikasi 

Laporan Utama Kementerian Pertanian yang diinput dari 400 BPP Kostratani; (4) 

Mengintegrasikan data petani berbasis NIK antara Aplikasi SIMLUHTAN dan e-

RDKK; (5) Menyusun Draft Peraturan Menteri Pertanian tentang Sistem 

Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian.  

Implementasi rancangan proyek perubahan telah tercapai sebagai berikut: 

(1) Ditetapkannya Petunjuk Teknis dan SOP BPP Kostratani melalui Keputusan 

Kepala Badan Nomor 265/Kpts/Ot.050/I/ 11/2020; (2) Pelaksanaan Bimtek bagi 

400 BPP Kostratani melalui virtual. Selain itu juga dilakukan Bimtek bagi 

koordinator/penyuluh di  Provinsi Gorontalo dan Aceh, Pelaksanaan Sertifikasi 

Kompetensi bagi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian 

sebagai calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; (3) Sosialisasi 

Aplikasi Laporan Utama yang sebelumnya hanya fokus pada 3 komoditas padi, 

jagung, dan kedele kini berubah menjadi 39 komoditas bagi 5.733 BPP Kostratani 

seluruh Indonesia; (4) Terlaksananya integrasi data petani berbasis NIK antara 

Aplikasi SIMLUHTAN dan e-RDKK; (5) Draft Peraturan Menteri Pertanian 

tentang Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian yang telah di 

harmonisasi bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
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DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN 

Proyek perubahan ini merupakan bentuk pelaksanaan salah satu fungsi 

dari Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) selaku unit kerja Badan 

Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), 

Kementerian Pertanian (Kementan) dalam pengembangan kelembagaan dan 

ketenagaan penyuluhan pertanian melalui program transformasi kelembagaan 

penyuluhan pertanian di kecamatan yaitu Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) 

menjadi Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani). 

Kostratani adalah pusat kegiatan pembangunan pertanian di kecamatan, 

yang merupakan optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan 

Pertanian (BPP) dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI) dalam 

mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Kostratani diharapkan mampu 

menjadi simpul koordinasi dan sinergi pelaksanaan program pembangunan 

pertanian di tingkat kecamatan melalui mekanisme dan sistem kerja yang 

berbasis TI. 

Pengembangan atau transformasi BPP menjadi Kostratani pada intinya 

bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah dalam pelaksanaan program utama pembangunan pertanian 

melalui optimalisasi 5 (lima) peran utama BPP yaitu sebagai: (1) pusat data dan 

informasi, (2) pusat gerakan pembangunan pertanian, (3) pusat pembelajaran, (4) 

pusat konsultasi agribisnis, dan (5) pusat pengembangan jejaring kemitraan. 

Dalam rangka penguatan BPP sebagai Kostratani maka layanan 

penyuluhan pertanian yang berbasis TI perlu ditingkatkan secara efektif dan 

efisien agar dapat mendorong tercapainya tujuan pembangunan pertanian yang 

berkelanjutan melalui langkah-langkah strategis yang diarahkan pada kegiatan: 

(1) Pengembangan Kebijakan Peningkatan Layanan Penyuluhan Pertanian, (2) 

Pengembangan Aplikasi Laporan Program Utama Kementerian Pertanian, (3) 

Integrasi Data Petani Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) dan 

Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK) berbasis Nomor 

Induk Kependudukan (NIK)  dan (3) Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas bagi 

Penyuluh Pertanian di BPP melalui kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi.  
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BAB I. 

LATAR BELAKANG 

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan Pertanian 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik No. (Permentan RI) 

No.43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pertanian, Pusluhtan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 

kebijakan, program dan pelaksanaan pengembangan penyuluhan pertanian serta 

melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan pertanian. 

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pusat Penyuluhan Pertanian 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1) Penyusunan kebijakan teknis, 

rencana dan program, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 

penyuluhan pertanian:2) Penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di 

bidang penyuluhan pertanian: 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 

bidang penyuluhan pertanian; 4) Pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan 

pertanian, dan 5) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan 

penyuluhan pertanian. 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan Pertanian 
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Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya dibantu oleh 3 Kepala Bidang Teknis yaitu: (1) Kepala Bidang Program 

dan Evaluasi Penyuluhan, (2) Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan 

Penyuluhan , (3) Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, dimana masing-

masing Kepala Bidang dibantu oleh 2 Kepala Sub Bidang sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. Disamping itu, untuk melakukan koordinasi dan pelaksanaan tugas 

penyuluhan pertanian, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian juga dibantu oleh para 

penyuluh pertanian di pusat yang tergabung dalam Kelompok Jabatan Fungsional 

Penyuluh Pertanian  Lebih lengkap struktur organisasi Pusat Penyuluhan Pertanian 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

B. Issue Strategis Proyek Perubahan 

Sejak tahun 2019, Kementan RI telah mencanangkan Gerakan Komando 

Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratan) yaitu gerakan pembaharuan 

pembangunan pertanian nasional berbasis TIK yang ditetapkan melalui Permentan 

RI No. 49 tahun 2019. Gerakan pembaharuan ini bertujuan untuk mengaktifkan 

peran jajaran pertanian secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, propinsi, 

kabupaten hingga ke tingkat kecamatan melalui pemanfaatan TI secara efektif dan 

efisien yang melibatkan seluruh eselon I lingkup Kementan dan 

Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 

Kostratan terdiri atas: (1) Komando Strategis Pembangunan Pertanian 

Nasional (Kostratanas) yang berkedudukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, 

(2) Komando Strategis Pembangunan Pertanian Wilayah (Kostrawil) yang 

berkedudukan di provinsi, (3) Komando Strategis Pembangunan Pertanian Daerah 

(Kostrada) yang berkedudukan di kabupaten/kota, dan (4) Komando Strategis 

Pembangunan Pertanian yang berkedudukan di kecamatan (Kostratani). Kegiatan 

komandonya berbasis TI yang didukung oleh media centre di pusat yaitu 

Agricultural War Room (AWR) dan Agicultural Operation Room (AOR) di unit Eselon 

I lingkup Kementerian Pertanian. 

Sistem komando yang dilakukan dalam gerakan pembaharuan ini 

dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa: (1) strategi pembangunan pertanian 

dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang salah satunya dimulai dari 

perolehan data pertanian melalui BPP, dan (2) BPP dalam memperoleh data 

pertanian melalui pemenuhan prasarana dan sarana, serta peningkatan  
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pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluhan pertanian berbasis TI. Oleh karena 

penguatan BPP sebagai Kostratani menjadi sangat penting dan strategis dalam 

mensukseskan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan nasional secara 

berkelanjutan. Lebih lengkap Permentan Nomor 42 Tahun 2020 tersaji dalam 

Lampiran 1. 

Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan melalui BPP 

yang bertransformasi menjadi kostratani tersebut dilakukan dengan cara 

optimalisasi tugas ,fungsi dan peran BPP, sebagai berikut: 

1. Pusat Data dan Informasi Pertanian, yang mencakup data dan informasi 

pembangunan pertanian serta sumber daya manusia pertanian dengan 

memanfaatkan aplikasi sistem pelaporan program utama kementan yang 

terkoneksi dengan AOR dan AWR;  

2. Pusat Gerakan Pembangunan Pertanian dalam melakukan koordinasi dan 

sinkronisasi untuk mensinergikan seluruh program strategis pembangunan 

pertanian pusat dan daerah; 

3. Pusat Pembelajaran untuk peningkatan kapasitas SDM pertanian, melalui 

proses belajar mengajar berupa Bimbingan Teknis (Bimtek), percontohan 

seperti Sekolah Lapangan , Demplot, Demfarm dan Demarea; 

4. Pusat Konsultasi Agribisnis sebagai tempat konsultasi pelaku utama dan pelaku 

usaha dengan melibatkan instansi/lembaga terkait; dan  

5. Pusat Pengembangan Jejaring Kemitraan sebagai tempat pengembangan 

jejaring kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha dengan pihak lain 

yang terkait dalam usaha pertanian dari hulu hingga hilir. 

Dalam rangka implementasi BPP sebagai Kostratani telah disusun Keputusan 

Menteri Pertanian (Kepmentan) Republik Indonesia No.13/Kpts/01.050/I/O2/2020 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Komando Strategis Pembangunan Pertanian di 

Kecamatan (Kostratani) yang merupakan acuan dan operasionalisasi serta 

pembagian peran masing-masing pelaku dalam Gerakan Pembaharuan 

Pembangunan Pertanian mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat 

pusat. Selanjutnya secara rinci Keputrusan Menteri Pertanian 

No.13/Kpts/01.050/I/O2/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Komando Strategis 

Pembangunan Pertanian di Kecamatan (Kostratani) dapat dilihat pada Lampiran 2. 
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Dalam rangka memperkuat implementasi Permentan 49 tahun 2020 

selanjutnya disusun Kepmentan RI No.260/Kpts/HK.150/M/ 5/2020 tentang 

pembentukan Tim Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratan) yang 

melibatkan peran seluruh Unit Eselon I dan Eselon II serta Unit Kerja (UK) dan Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementan dengan tujuan agar Gerakan 

Pembaharuan Pembangunan Pertanian dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 

Lebih rinci Keputusan Menteri Pertanian No.260/Kpts/HK.150/M/ 5/2020 tentang 

pembentukan Tim Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratan) dapat 

dilihat dalam Lampiran 3. 

Tim Kostratan, terdiri atas: (1) Ketua adalah Kepala BPPSDMP, (2) 

Penanggung Jawab Provinsi, dan (3) Pendamping. Dalam menjalankan tugasnya, 

telah ditetapkan bahwa: (1) Ketua berkoordinasi dengan organisasi Kostratan, para 

Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementan, instansi terkait, dan pemerintah daerah; 

(2) Penanggung Jawab Provinsi berkoordinasi dengan Pendamping dan Kepala 

Dinas yang membidangi penyuluhan pertanian; (3) Pendamping berkoordinasi 

dengan Penanggung Jawab Provinsi, Sekretariat Kostrawil, Dinas Provinsi, dan 

Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian 

C. Kondisi Saat Ini dan Kondisi yang Diharapkan 

Berdasarkan hasil evaluasi di 34 Provinsi yang dilakukan melalui perwakilan 

Koordinator Wilayah Binaan (Korwilbin) Penyuluhan Pertanian masing-masing 

Provinsi serta identifikasi dan analisis permasalahan implementasi Program 

Kostratani di lapangan diperoleh informasi bahwa terdapat gap antara kondisi saat 

ini dan kondisi yang diharapkan sehingga perlu adanya peningkatan layanan 

penyuluhan pertanian agar peran Kostratani lebih efektif dan efisien. Permasalahan 

atau gap yang terjadi seperti tersaji dalam Tabel 1. 

1. Data jumlah BPP pada tahun 2020 adalah sebesar 5.733 unit yang tersebar di 

7.230 Kecamatan di seluruh Indonesia (SIMLUHTAN per Juni 2020). Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 1.497 Kecamatan masih belum memiliki 

BPP atau dengan kata lain ada 1 BPP yang bertugas melayani penyuluhan 

pertanian lebih dari 1 Kecamatan. Hal ini menyulitkan bagi para penyuluh 

pertanian dalam melaksanakan 5 Peran Kostratani di BPP karena belum adanya 

pedoman teknis di lapangan. Oleh karena itu jika BPP akan bertransformasi 

menjadi Kostratani maka diperlukan pedoman teknis yang menjadi acuan bagi 
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para penyuluh pertanian di BPP untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya 

secara jelas dan terukur. 

2. Hingga saat ini operasionalisasi pelaksanaan 5 peran Kostratani hanya mengacu 

pada Petunjuk Pelaksanaan Kostratani yang diatur dalam Kepmentan RI 

No.13/Kpts/01.050/I/O2/2020) tentang pembagian peran masing-masing pelaku 

dalam Gerakan Pembaharuan Pembangunan Pertanian mulai dari tingkat 

kecamatan sampai dengan tingkat pusat.Petunjuk pelaksanaan tersebut belum 

mencakup Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi para penyuluh pertanian 

dalam menjalankan 5 peran Kostratani di BPP sehingga implementasi Kostratani 

di BPP menjadi kurang efektif dan efisien. 

3. Sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) tentang tugas dan fungsi tenaga 

penyuluh pertanian di Kostratani telah dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2020 

baik secara langsung bertatap muka maupun secara virtual, namun hasil dari 

evaluasi di 34 provinsi menyimpulkan bahwa sebagian  besar penyuluh pertanian 

belum paham tentang operasionalisasi dan implementasi Kostratani di BPP. Hal 

ini disebabkan materi sosilalisasi dan bimtek yang disampaikan masih lebih 

difokuskan pada peran BPP sebagai Pusat Data dan Informasi karena strategi 

yang dilakukan adalah untuk mempercepat konektivitas Kostratani ke AWR 

melalui aplikasi sistem pelaporan program utama pembangunan pertanian. Oleh 

karena itu, sosialisasi dan bimtek bagi para penyuluh pertanian masih perlu 

dilakukan dengan memperkaya materi terkait Pedoman Teknis dan SOP 

Kostratani sebagai acuan mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya di 

Kostratani. 

4. Berdasarkan hasil diskusi dengan para penyuluh pertanian di seluruh Indonesia 

dalam acara Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) dan Ngobrol Asik 

(Ngobras) Penyuluhan melalui acara Video Conference yang dilakukan secara 

rutin oleh Pusat Penyuluhan Pertanian diperoleh informasi bahwa terlalu banyak 

aplikasi pelaporan pembangunan pertanian yang harus diinput datanya oleh para 

penyuluh pertanian/petugas teknis fungsional lainnya di BPP yang isinya 

sebagian besar sama dan terkait dengan data petani yang ada di dalam Sistem 

Informasi Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN). Beberapa aplikasi tersebut 

antara lain adalah aplikasi e-RDKK dan sistem Pelaporan Program Utama 

Pembangunan Pertanian. Oleh karena itu, untuk lebih efektif dan efisien maka 
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perlu dilakukan integrasi dari beberapa aplikasi tersebut dengan aplikasi 

SIMLUHTAN.  

Hingga saat ini belum ada pengaturan dalam peningkatan layanan penyuluhan 

pertanian baik secara umum maupun khusus dalam rangka penguatan BPP 

tugas, fungsi dan peran sebagai BPP Kostratani. Peraturan tersebut diperlukan 

bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai acuan dan payung hukum 

dalam rangka merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran yang diperlukan untuk 

peningkatan layanan penyuluhan pertanian.  

Tabel 1. Gap antara Kondisi Saat Ini dan Kondisi Yang Diharapkan 

No. Kondsi Saat Ini Kondisi Yang 
Diharapkan 

1. Pelaksanaan tugas, fungsi dan peran BPP 
Kostratani belum dapat berjalan optimal 
karena belum ada petunjuk teknis dan SOP 
BPP Kostratani yang dijadikan pedoman 
bagi para penyuluh di BPP, sehingga 
belum mampu melaksanakan 5 peran BPP 
secara efektif dan efisien. 

Tersedianya Petunjuk Teknis  
dan SOP BPP Kostratani  

2. Keterbatasan pengetahuan dan 
kemampuan penyuluh pertanian dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya di BPP 
Kostratani 

Meningkatnya pengetahuan 
dan kemampuan penyuluh 
pertanian di BPP Kostratani 
melalui Bimbingan Teknis, 
Petunjuk Teknis dan SOP 
BPP Kostratani 

3. Aplikasi SIMLUHTAN yang diinput oleh 
penyuluh pertanian atau petugas admin di 
BPP Kostratani belum terintegrasi dan 
terpadu dengan aplikasi eRDKK dan sistem 
pelaporan program utama pembangunan 
pertanian   

Tersedianya Aplikasi  
SIMLUHTAN yang 
terintegrasi dan terpadu 
dengan aplikasi eRDKK dan 
sistem pelaporan program 
utama pembangunan 
pertanian  

4. Belum adanya pengaturan tentang  
peningkatan layanan penyuluhan pertanian 
dalam rangka penguatan BPP sebagai 
Kostratani 

Tersedianya Draft Peraturan 
Menteri Pertanian tentang 
Sistem Manajemen Informasi 
Penyuluhan Pertanian 
(SMIPP) 
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Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka Pusat penyuluhan Pertanian  

dituntut untuk dapat meningkatkan pelayanan penyuluhan pertanian agar lebih 

efektif dan efisien, sehingga nantinya dapat sesuai dengan kebutuhan 

penyuluhan pertanian di lapangan diantaranya kualitas ketenagaan yang 

professional dan terstandar serta memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) 

yang baku melalui terobosan dan inovasi sebagai berikut:  

1. Menyusun Petunjuk Teknis dan SOP 

2. Melaksanakan Bimtek dan Sosialisasi bagi Penyuluh Pertanian di 400 BPP 

Kostratani;  

3. Menyempurnakan aplikasi Laporan Utama Kementerian Pertanian yang 

diinput dari BPP Kostratani;  

4. Mengintegrasikan data petani berbasis NIK antara Aplikasi SIMLUHTAN dan 

e-RDKK;  

5. Menyusun Draft Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang Sistem 

Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian. 
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BAB  II. 

TUJUAN DAN MANFAAT 

A. Tujuan Proyek Perubahan 

Tujuan proyek perubahan pada setiap tahapan sebagai berikut: 

1. Jangka Pendek 

a. Tersusunnya  Petunjuk Teknis dan SOP BPP Kostratani   

b. Terlaksananya Bimtek dan Sosialisasi bagi Penyuluh Pertanian di 400 

BPP Kostratani;  

c. Tersedianya Aplikasi Laporan Utama Kementerian Pertanian yang diinput 

dari 400 BPP Kostratani;  

d. Terintegrasinya data petani berbasis NIK antara Aplikasi SIMLUHTAN 

dan e-RDKK;  

e. Tersusunnya Draft Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang 

SMIPP 

2. Jangka Menengah 

a. Terimplemntasinya dan termonitornya pemanfaatan Petunjuk Teknis dan 

SOP BPP Kostratani   

b. Terlaksananya Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi bagi Penyuluh 

Pertanian di 5.733 BPP Kostratani 

c. Termanfaatkan dan termonitornya aplikasi Laporan Utama Kementerian 

Pertanian di 5.733 BPP Kostratani 

d. Terverifikasinya data petani berbasis NIK antara aplikasi SIMLUHTAN 

dan e-RDKK;  

e. Ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Menteri Pertanian 

(Permentan) tentang Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian 

3. Jangka Panjang 

a. Disempurnakannya Petunjuk Teknis dan SOP BPP Kostratani   

b. Pengembangan materi Bimtek dan Sosialisasi bagi Penyuluh Pertanian 

di 5.733 BPP Kostratani 

c. Penyempurnaan Aplikasi Laporan Utama Kementerian Pertanian di 5.733 

BPP Kostratani 
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d. Pengembangan data petani berbasis NIK antara Aplikasi SIMLUHTAN 

dan e-RDKK;  

e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian 

(Permentan) tentang SMIPP 

B. Manfaat Proyek Perubahan 

Adapun manfaat proyek perubahan yang dirancang oleh Project Leader, 

secara lebih lengkap sebagai berikut: 

1. Manfaat untuk Organisasi 

a. Program Kostratani berjalan secara lebih efektif, efisien dan 

berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan produktifitas, kualitas dan 

kontinuitas produksi pertanian; 

b. Kinerja Penyuluh Pertanian di Kostratani lebih meningkat 

c. Layanan Penyuluhan Pertanian menjadi lebih efektif, efisien dan 

berkelanjutan mninimal berdasarkan SOP yang telah ditetapkan; 

d. Sinergi dan koordinasi antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan 

program/kegiatan pembangunan pertanian 

2. Manfaat untuk Stakeholder 

a. Kostratani mampu mendukung terwujudnya tujuan pembangunan 

pertanian 

b. Sinergi dan koordinasi di Kostratani membantu kelancaraan 

pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pertanian secara 

berkelanjutan 
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BAB III. 

OUTPUT DAN OUTCOME 

 

A. Output Proyek Perubahan 

Adapun output proyek perubahan adalah sebagai berikut: 

1. Petunjuk Teknis dan SOP BPP Kostratani;   

2. Bimtek dan Sosialisasi bagi Penyuluh Pertanian di 400 BPP Kostratani;  

3. Aplikasi Laporan Utama Kementerian Pertanian yang diinput dari BPP 

Kostratani;  

4. Terintegrasinya data petani berbasis NIK antara Aplikasi SIMLUHTAN dan 

e-RDKK;  

5. Draft Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang Sistem Manajemen 

Informasi Penyuluhan Pertanian (SMIPP). 

 

B. Outcome Proyek Perubahan 

Outcome dari proyek perubahan ini, meliputi: 

1. Optimalnya Peran BPP sebagai Pusat Kegiatan Pembangunan Pertanian 

di Kecamatan (Kostratani); 

2. Termonitornya Pemanfaatan Aplikasi SIMLUHTAN yang terintegrasi dan 

terpadu dengan aplikasi e-RDKK dan sistem pelaporan program utama 

pembangunan pertanian (SIMLUHTAN) di Kostratani dan AWR; 

3. Peraturan Menteri Pertanian dapat sebagai dasar penguatan Layanan 

Penyuluhan Pertanian mendukung  Kostratani menjadi lebih efektif, efisien 

dan berkelanjutan. 
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BAB IV. 

RENCANA KERJA PROYEK PERUBAHAN 

 

Berdasarkan proses transformatif dengan terobosan yang inovatif dan 

memperhatikan tugas dan fungsi Pusat Penyuluhan Pertanian, maka tahapan 

perubahan strategis yang dibangun dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut: 

1. Tahapan jangka pendek akan dilaksanakan selama periode 3 (tiga) bulan yaitu 

pada Bulan Oktober sd Desember 2020; 

2. Tahapan jangka menengah akan dilakukan selama periode 6 bulan yaitu pada 

Bulan Januari sd Juni 2021; dan 

3. Tahapan jangka panjang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun pada periode 

Juli 2021 sd Juli 2022.   

 

A. Rencana Jangka Pendek   

Kegiatan perubahan strategis dan terobosan inovatif yang  akan 

dilaksanakan dalam jangka pendek disajikan secara lengkap pada Tabel 2. 

Dalam jangka pendek kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan 

milestones dari proyek perubahan ini. Oleh karena itu, keberhasilan proyek 

perubahan ini sangat ditentukan dari pencapaian target output jangka pendek.   

Secara rinci Mile Stones yang akan dilakukan dalam waktu jangka 

pendek adalah sebagai berikut: 

1. Pembentukan Tim Efektif. Kegiatan ini sangat penting dan strategis untuk 

dilaksanakan karena komitmen dari Tim Efektif merupakan salah satu kunci 

keberhasilan proyek perubahan. Selanjutnya kegiatan-kegiatan lain di waktu 

jangka pendek merupakan produk yang akan menjadi target proyek 

perubahan dan akan dilanjutkan pada tahapan jangka menengah dan jangka 

panjang.  

Output yang akan dihasilkan adalah Keputusan Kepala Badan PPSDMP 

tentang Tim Persiapan dan Pelaksanaan Proyek Perubahan Pelatihan 

Kepemimpinan Nasional Tingkat II; 

2. Penyusunan Petunjuk Teknis dan SOP BPP Kostratani. Kegiatan ini 

dilakukan oleh Tim Efektif sesuai pembagian tugasnya dengan melibatkan 
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stakeholders terkait melalui tahapan persiapan, penyusunan dan finalisasi 

Petunjuk Teknis dan SOP BPP Kostratani . Dalam penyusunan SOP BPP 

Kostratani dilakukan dengan penguatan langkah kerja dari tugas, fungsi dan 

5 (lima) peran BPP Kostratani 

Output yang dihasilkan adalah Petunjuk Teknis dan SOP BPP Kostratani; 

3. Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi bagi penyuluh 

pertanian di 400 BPP Kostratani. Kegiatan ini dilakukan melalui tahapan 

persiapan berupa penyusunan materi, pelaksanaan bimtek, dan sosialisasi 

melalui video conference bagi penyuluh pertanian di BPP Kostratani. 

Mengingat situasi Covid 19 dan keterbatasan anggaran serta waktu yang 

tersedia maka pelaksanaan Bimtek dan Sosialisasi dilakukan secara 

bertahap dengan prioritas pada jangka pendek ini adalah bagi penyuluh 

pertanian di BPP yang telah difasilitasi Sarpras IT Kostratani pada tahun 

2019 sebanyak 400 BPP di 13 Provinsi.  

Output yang dihasilkan dari kegiatan bimtek ini adalah tersosialisasinya 

petunjuk teknis dan SOP BPP Kostratani di 400 BPP Kostratani yang 

mnendapat fasiltas IT pada atahun 2019. 

4. Melaksanakan penyempurnaan aplikasi Laporan Utama Kementerian 

Pertanian yang diinput dari BPP Kostratani serta sosialisasi laporan 

utama Kementerian Pertanian Kegiatan ini dilakukan melalui acara rutin 

penyuluhan pertanian yaitu Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) dan 

Ngobrol Asyik (Ngobras) Penyuluhan secara virtual melalui zoom dan live 

streaming bagi seluruh petani dan penyuluh pertanian di Indonesia.  

Output yang ditargetkan yaitu terlaksananya bimtek dan sosialisasi 

Kostratani bagi 400 orang penyuluh pertanian pada  400 BPP Kostratani. 

5. Mengintegrasikan data petani berbasis NIK antara Aplikasi SIMLUHTAN 

dan e-RDKK. Kegiatan ini dilakukan bersama stakeholders terkait melalui 

tahapan persiapan, perancangan dan pembahasan, identifikasi, integrasi, 

ujicoba, evaluasi dan finalisasi aplikasi SIMLUHTAN.  

Output kegiatan mengintegrasikan data petani berbasis NIK antara aplikasi 

SIMLUHTAN dan e-RDKK adalah terverifikasinya  data petani berbasis NIK  

dalam aplikasi SIMLUHTAN  
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Tabel 2. Tahapan Jangka Pendek periode Oktober- Desember 2020 

 

No Kegiatan 
Okt  Nov  Des  Output 

M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2  

1 Pembentukan tim efektif x                 SK Tim Efektif 

2 

Persiapan, penyusunan 

dan finalisasi petunjuk 

teknis dan SOP BPP 

Kostratani  

 x  x x x   x x  x      

Dokumen 

Petunjuk Teknis 

dan SOP BPP 

Kostratani 

3 

Persiapan dan 

pelaksanaan Bimtek dan 

Sosialisasi bagi Penyuluh 

Pertanian di 400 BPP 

Kostratani   

    x x  x  x x  x   x 
Laporan Bimtek 

dan Sosialisasi  

4 

Perancangan, 

pembahasan, 

pengembangan, ujicoba, 

evaluasi dan 

finalisasi integrasi 

aplikasi Simluhtan 

dengan aplikasi eRDKK 

dan aplikasi laporan 

program utama 

pembangunan pertanian 

 x  x x x  x x  x   x x  Aplikasi 

5 

Persiapan, FGD dan 

penyusunan draft 

Permentan SMIPP  

x x x x x x x x x 
Draft Permentan 

SMIPP 
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6. Penyusunan draft Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang 

Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian (SMIPP). Kegiatan 

ini dilakasanakan untuk mendukung peningkatan layanan penyuluhan 

pertanian mendukung Kostratani yang disusun bersama stakeholders terkait 

melalui tahapan persiapan, Focus Group Discussion (FGD) dan penyusunan 

Draft Permentan SMIPP.  

Output yang dihasilkan dari tahapan kegiatan ini adalah draft Peraturan 

Menteri Pertanian tentang Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan 

Pertanian (SMIPP) 

B. Rencana Jangka Menengah 

Beberapa kegiatan perubahan strategis dan terobosan inovatif yang akan 

dilaksanakan pada jangka menengah merupakan keberlanjutan dari tahapan 

jangka pendek.  Oleh karena itu, dalam tahapan jangka menengah kegiatan-

kegiatan yang dilakukan sangat ditentukan oleh pencapaian target output jangka 

pendek.  

Pada jangka menengah tahapan yang akan dilakukan meliputi beberapa 

kegiatan sebagai berikut: 

1. Mengimplentasikan dan memonitor pemanfaatan Petunjuk Teknis dan SOP 

BPP Kostratani ; 

2. Melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi bagi Penyuluh 

Pertanian di 5.733 BPP Kostratani; 

3. Memanfaatkan dan memonitor pemanfaatan aplikasi Laporan Utama 

Kementerian Pertanian di 5.733 BPP Kostratani; 

4. Memverifikasi data petani berbasis NIK antara aplikasi SIMLUHTAN dan e-

RDKK;  

5. Menetapkan dan melaksanakan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 

tentang Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian 

Adapun tahapan lebih lengkap pencapaian target waktu jangka menengah 

proyek perubahan ini tersaji pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Tahapan Jangka Menengah periode Januari - Juni 2021 

 

No Kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Output 

1 

Pelaksanaan dan 

pemantauan Petunjuk 

Teknis dan SOP BPP 

Kostrarani 

x x  x  x  x  x Laporan 

2 

Melaksanakan Bimtek dan 

Sosialisasi bagi penyuluh 

pertanian di 5.733 BPP 

Kostratani 

x  x x x x  x  Laporan 

3 

Memanfaatkan dan 

memonitor pemanfaatan 

aplikasi Laporan Utama 

Kementerian Pertanian di 

5.733 BPP Kostratani 

x x x x x x 
Data dan 

Informasi 

4 

Pemanfaatan dan 

memonitor pemanfaatan 

integrasi aplikasi 

SIMLUHTAN dengan e-

RDKK 

x x     Laporan 

5 
Pelaksanaan Permentan 

SMIPP  
    x  x  x  x  Laporan 

 

C. Tahapan Jangka Panjang  

Beberapa kegiatan perubahan strategis dan terobosan inovatif yang akan 

dilaksanakan pada jangka panjang merupakan implementasi menyeluruh dari 

output proyek perubahan yang telah diselesaikan pada tahapan jangka menengah.  

Oleh karena itu pada tahapan jangka panjang kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

berupa monitoring dan evaluasi serta penyempurnaan terhadap produk proyek 

perubahan yang telah dihasilkan.   
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1. Penyempurnaan Petunjuk Teknis dan SOP BPP Kostratani   

2. Pengembangan materi Bimtek dan Sosialisasi bagi Penyuluh Pertanian di 5.733 

BPP Kostratani 

3. Penyempurnaan Aplikasi Laporan Utama Kementerian Pertanian di 5.733 BPP 

Kostratani 

4. Pengembangan data petani berbasis NIK antara Aplikasi SIMLUHTAN dan e-

RDKK;  

5. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian 

(Permentan) tentang SMIPP 

 

Adapun tahapan lebih rinci pencapaian jangka panjang dari proyek perubahan ini  

tersaji pada Tabel 4. 

Tabel 4. Tahapan Jangka Panjang (Juli 2021 sd Juli 2022) 

No Kegiatan 

Juli 2021 sd Juli 2022 *)B 
Output 

 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 
B 

10 

B 

11 

B 

12 

1. 

Penyempurnaan 

Petunjuk Teknis 

dan SOP BPP 

Kostratani   

x x x x x x x x x x x x 

Revisi Petunjuk 

Teknis dan SOP 

BPP Kostratani 

2. 

Pengembangan 

materi Bimtek 

dan Sosialisasi 

bagi Penyuluh 

Pertanian di 

5.733 BPP 

Kostratani 

 

x   x   x   x   Materi  
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No Kegiatan 

Juli 2021 sd Juli 2022 *)B 
Output 

 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 
B 

10 

B 

11 

B 

12 

3. 

Penyempurnaan 

Aplikasi Laporan 

Utama 

Kementerian 

Pertanian di 

5.733 BPP 

Kostratani 

 

x x x x x x x x x x x x 
Aplikasi dan 

Laporan 

4. 

Pengembangan 

data petani 

berbasis NIK 

antara Aplikasi 

SIMLUHTAN 

dan e-RDKK;  

 

x   x   x   x   Laporan 

5. 

Pelaksanaan 

Monitoring dan 

evaluasi 

pelaksanaan 

Peraturan 

Menteri 

Pertanian 

(Permentan) 

tentang SMIPP 

 

          x x Laporan 

 

  



 
18 

BAB V. 

RENCANA STRATEGI MARKETING 

 

A. Identifikasi Stakeholder dan Peta Strategis Marketing 

Dalam implementasi Rancangan Proyek Perubahan (RPP)  agar tepat 

sasaran, maka perlu melakukan pemetaan stakeholder yang berkaitan dengan 

pelaksanaan proyek perubahan. Stakeholder dalam proyek perubahan ini 

dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu stakeholder, sebagai berikut : 

1. Promotors, memiliki kepentingan besar terhadap proyek perubahan dan juga 

kekuatan untuk membantu membuat keberhasilan proyek perubahan ini adalah 

Kepala BPPSDMP dan Sekretaris Jenderal; 

2. Latents, tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam proyek 

perubahan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi proyek 

perubahan jika mereka menjadi tertarik, yang termasuk pada golongan ini 

adalah: Sekretaris BPPSDMP, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Kepala 

Pusat Pelatihan Pertanian, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 

Kepala Biro Perencanaan, Direktur Pupuk dan Pestisida dan Kepala Biro 

Hukum; 

3. Apathetics, kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin 

tidak mengetahui adanya proyek perubahan, yang termasuk pada golongan ini 

adalah: Kepala Dinas Provinsi yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan 

pertanian, Kepala Bidang/Kepala Seksi yang menangani fungsi penyuluhan 

pertanian di Provinsi, KJF Penyuluh Pertanian di Provinsi; 

4. Defender, memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya 

dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi proyek 

perubahan, yang termasuk pada golongan ini adalah: Kepala Dinas Kab/Kota 

yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian, Kepala Bidang/Kepala 

Seksi yang menangani fungsi penyuluhan pertanian di Kab/Kota, KJF Penyuluh 

Pertanian di Kabupate/Kota dan Kepala/Koordinator BPP. 

Lebih detail Identifikasi awal Stakeholder dan Peta Strategis Marketing dapat 

dilihat dalam Gambar 2.  
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Gambar 2. Peta Awal Stakeholders Proyek Perubahan 
 
Setelah melakukan komunikasi maka perubahan yang terjadi dalam proyek ini 

digambarkan pada peta (Gambar 3) karena dukungan pihak-pihak tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Peta Akhir Stakeholders Proyek Perubahan 

  

LATENT 

PROMOTOR 

1. Kepala BPPSDMP 

2. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana 

Pertanian (PSP) 

3. Sekretaris BPPSDMP 

4. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian 

5. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian 

6. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi 

Pertanian 

7. Kepala Biro Perencanaan 

8. Direktur Pupuk dan Pestisida 

9. Kepala Biro Hukum 

10. Kepala dinas Provinsi yang menyelenggarakan 

fungsi penyuluhan pertanian 

11. Kepala Bidang/Kepala Seksi yang menangani 

fungsi penyuluhan pertanian di Provinsi 

12. Kepala dinas Kab./Kota yang 

menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian 

13. Kepala Bidang/Kepala Seksi yang menangani 

fungsi penyuluhan pertanian di Kab./Kota KJF 

Penyuluhan Pertanian di Provinsi 

14. KJF Penyuluhan Pertanian Kab./Kota 

15. Kepala/Koordinator BPP 
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B. Strategi Marketing Sektor Publik 

Strategi Marketing Sektor Publik yang digunakan dalam melaksanakan 

proyek perubahan adalah strategi 4P +1C (Product, Price, Place, Promotion, and 

Costumer), meliputi: 

1. Product, antara lain: (1) Petunjuk Teknis BPP dan SOP BPP Kostratani, (2) 

Bimtek dan Sosialisasi bagi Penyuluh Pertanian di 400 BPP Kostratani; (3) 

Integrasi aplikasi SIMLUHTAN dengan laporan utama Kementerian Pertanian, 

(4) Integrasi data petani berbasis NIK antara aplikasi SIMLUHTAN dan eRDKK, 

dan (5) Draft Permentan tentang SMIPP. 

2. Place, tempat untuk melaksanakan proyek perubahan dalam mencapai target 

produk yang akan dihasilkan. Tempat yang akan digunakan adalah Kantor 

Pusluhtan, Kantor BPPSDMP yang berada di Kantor Pusat Kementan, Dinas 

Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi penyuluhan pertanian, dan 

Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Kabupaten Pulang Pisau, 

Kalimantan Tengah; Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Provinsi Aceh, 

Provinsi Gorontalo. 

3. Price, anggaran yang digunakan untuk mencapai target produk dan kemudahan 

yang diperoleh para penyuluh pertanian dari produk yang dihasilkan dalam 

proyek perubahan ini. Anggaran yang akan digunakan berasal dari DIPA 

Pusluhtan, BPPSDMP, dan unit eselon l seperti Sekretariat Jenderal; 

4. Promotion, strategi komunikasi yang digunakan dalam proyek perubahan ini 

untuk dapat mencapai target produk yang diharapkan yaitu melalui FGD, Rapat 

Koordinasi atau Pertemuan Teknis baik secara langsung tatap muka maupun 

secara virtual atau online dengan memanfaatkan Media Social, Video 

conference dan metode E-learning, Blended learning dan metode lainnya yang 

berbasis Teknologi Informasi. 

5. Customer, pelanggan dalam proyek perubahan ini adalah pengguna dan 

penerima manfaat dari produk yang dihasilkan yaitu: Kepala Dinas 

Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi penyuluhan pertanian, para 

Penyuluh Pertanian dan Petugas Teknis Pertanian Lainnya di BPP serta Pelaku 

Utama dan Pelaku Usaha pembangunan pertanian. 
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BAB VI. 

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN 

A. Pembentukan Tim Efektif 

Dalam rangka pelaksanaan penyusunan proyek perubahan ini, telah diibentuk 

Tim Efektif pada tanggal 1 Oktober 2020, dan ditetapkan oleh Keputusan Kepala 

Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Pertanian Nomor : 

222/Kpts/Sm.200/I/10/2020 tentang 

Tim Persiapan dan Pelaksanaan 

Proyek Perubahan Pelatihan 

Kepemimpinan Nasional Tingkat II 

(Gambar 4)  Tim efektif dibentuk untuk 

mendukung percepatan pelaksanaan 

proyek perubahan PKN II. Tim Efektif dibentuk untuk memberikan dukungan kepada 

Dr. Ir. Leli Nuryati, MSc, selaku 

Project Leader dalam Proyek 

Perubahan Pelatihan Kepempinan 

Tingkat II berjudul. “Peningkatan 

Layanan Penyuluhan  Pertanian 

Dalam Rangka Penguatan Balai 

Penyuluhan Pertanian (BPP) 

Sebagai Pusat Kegiatan 

Pembangunan Pertanian di 

Kecamatan (Kostratani)”. Kepala 

Badan PPSDMP menjadi pengarah 

dalam proyek perubahan ini. Beberapa Eselon II terkait yang menjadi pendukung 

dalam proyek perubahan ini antara lain Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro 

Hukum, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretaris Badan 

PPSDMP, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, 

dan Direktur Pupuk dan Pestisida.  Sebelum penetapan tim efektif tersebut, Project 

Leader melaksanakan konsultasi dengan Kepala Badan PPSDMP terkait proyek 

perubahan 

Gambar 4. SK Tim Efektif 

Gambar 5. Konsultasi Project 
Leader dengan Mentor 
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Beberapa Eselon II di luar 

Badan PPSDMP yang terlibat, 

mempunyai peran sebagai berikut:  

1. Kepala Biro Perencanaan 

dilibatkan terkait dalam 

memberikan masukan terhadap 

proses integrasi aplikasi 

SIMLUHTAN dengan program 

kegiatan Kementerian Pertanian, 

salah satu contohnya adalah e-

Proposal; 

2. Kepala Biro Hukum terlibat dalam hal memberikan masukan terhadap substansi 

hukum dan sinkronisasi rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Sistem 

Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian (SMIPP); 

3. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terlibat dalam hal integrasi 

aplikasi SIMLUHTAN dengan e-RDKK serta aplikasi Laporan Program Utama 

Kementerian Pertanian; 

4. Direktur Pupuk dan Pestisida terlibat dalam hal sebagai pihak yang bersama-

sama dengan Pusat Penyuluhan Pertanian mengimplementasikan prototype 

integrasi data aplikasi SIMLUHTAN dengan e-RDKK 

Tim Efektif juga melibatkan Eselon III dan Eselon IV  lingkup Pusat 

Penyuluhan Pertanian serta Penyuluh Pusat Pertanian yang mendukung 

penyiapkan pencapaian target jangka pendek yaitu:  (1) Penyusunan Petunjuk 

Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) BPP Kostratani (2) Penyiapan 

Materi. Bimbingan Teknis dan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Bagi Koordinator 

Penyuluh Pertanian (3) Perancangan dan implementasi integrasi aplikasi 

SIMLUHTAN dengan e-RDKK dan aplikasi laporan Program Utama Kementan, (4) 

Penyusunan Draft Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang terkait dengan 

layanan penyuluhan pertanian yaitu khususnya Sistem Manajemen Informasi 

Penyuluhan Pertanian (SMIPP).  

Proses pembentukan susunan tim efektif dilakukan melalui virtual meeting 

pada hari Selasa, 6 Oktober 2020, pukul 19.30 WIB. berdasarkan undangan Nomor 

Gambar 6. Proses 
Pembentukan Tim Efektif 
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B-10403/TU.020/ I.2/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020. Rapat dipimpin oleh Project 

Leader dan dihadiri oleh pejabat struktural lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian dan 

Penyuluh Pertanian Pusat. Dalam rapat ini, Project Leader mensosialiasikan 

rencana proyek perubahan yang berjudul: “Peningkatan Layanan Penyuluhan 

Pertanian Dalam Rangka Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) 

sebagai Pusat Kegiatan Pembangunan Pertanian di Kecamatan (Kostratani)”. 

Selain itu, Project Leader melakukan pembagian tugas tim efektif dan menyusun 

jadwal palang pelaksanaan proyek perubahan. Proses pembentukan Tim Efektif 

pada Lampiran 4 

B. Petunjuk Teknis dan SOP BPP Kostratani 

Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Balai Penyuluhan 

Pertanian (BPP) Komando Strategis Pembangunan Pertanian di Kecamatan 

(KOSTRATANI) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pertanian Nomor: 265/Kpts/Ot.050/I/ 

11/2020 (Gambar 7). Secara Lengkap 

Keputusan Kepala Badan PPSDMP 

pada Lampiran 6. Petunjuk teknis dan 

SOP ini dimaksudkan untuk dijadikan 

acuan bagi pengelola BPP dan 

stakeholder lainnya dalam mendukung 

percepatan penguatan, tugas, fungsi, 

dan peran BPP. Ruang lingkup dalam 

Petunjuk Teknis dan SOP BPP 

Kostratani meliputi langkah kerja 

pencapaian setiap tugas, fungsi dan peran BPP Kostratani. Petunjuk Teknis dan 

SOP BPP Kostratani juga mampu memberikan petunjuk konkrit dalam pelaksanaan 

kegiatan di BPP untuk mencapai tugas, fungsi dan peran BPP yang maksimal. Di 

samping itu, dengan optimalnya tugas, fungsi dan peran BPP dapat mempercepat 

arus data, informasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan 

pembangunan pertanian, serta mampu dapat lebih cepat bersinergi antara 

Kostrada, Kostrawil dan Kostratatanas. Selanjutnya gambaran secara menyeluruh 

langkah-langkah kerja mengoptimalkan tugas, fungsi dan peran tersaji dalam SOP 

Gambar 7. Petunjuk Teknis 
dan SOP BPP Kostratani 
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BPP Kostratani yang memuat langkah kerjanya, siapa yang mengerjakan, mutu 

baku yang dihasilkan meliputi kelengkapan, waktu dan output yang dihasilkan, serta 

dengan SOP ini diharapkan mampu meminimalisir kesalahan pencapaian tugas, 

fungsi dan peran BPP Kostratani. 

Penyusunan  dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 pukul 

19.30 WIB, melalui virtual meeting, berdasarkan surat undangan B-

10932/TU.020/I.2/10/2020, tanggal12 Oktober 2020 

yang dihadiri oleh Pejabat 

Struktural lingkup Pusat Penyuluhan 

Pertanian dan Penyuluh Pertanian 

Pusat (Gambar 8). Rapat dipimpin 

oleh Project Leader, membahas 

outline Juknis dan SOP BPP 

Kostratani yang garis besarnya 

berisi tentang pendahuluan, 

penetapan BPP Kostratani, BPP 

Kostratani sebagai Pusat Data dan 

Informasi, BPP Kostratani sebagai 

Pusat Gerakan Pembangunan 

Pertanian, BPP Kostratani sebagai Pusat Pembelajaran, BPP Kostratani sebagai 

Pusat Konsultasi Agribisnis, BPP Kostratani sebagai Pusat Jejaring Kemitraan, 

SOP BPP Kostratani, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Penutup. Adapun tim 

penyusun Petunjuk Teknis dan SOP BPP Kostratani yang telah ditetapkan oleh 

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian adalah Dr. Bambang Gatut N, MSi, Ir. Siti 

Hafsah Husas, MM, Sri Mulyani, SP, MSi, Suwarna, SP, MSi, Ir. Susilo Astuti, MM, 

serta didukung oleh Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian. 

Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2020 dan 3 November 2020 tim 

penyusun rapat kembali untuk membahas draft 1 dan draft final petunjuk teknis dan 

SOP BPP Kostratani. Rapat dilaksanakan secara virtual meeting . Proses 

penyusunan Juknis dan SOP BPP Kostratani pada Lampiran 5. 

 

 

 

Gambar 8. Proses Penyusunan 
Petunjuk Teknis dan SOP BPP 

Kostratani 
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C. Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Koordinator Penyuluh BPP di Kostratani 

Tujuan pelaksanaan Bimtek untuk meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman penyuluh pertanian atau petugas fungsional pertanian lainnya tentang 

peran BPP sebagai Kostratani; meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian 

petugas fungsional pertanian lainnya dalam meningkatkan layanan penyuluhan 

pertanian di BPP sebagai Kostratani. 

 Pusat Penyuluhan Pertanian juga menyelenggarakan Bimbingan Teknis 

bagi Koordinator Penyuluh Pertanian di Provinsi Aceh dilaksanakan pada hari 

Selasa, 3 November 2020 di Lido Graha Hotel Lhokseumawe, Jl. Merdeka Timur 

Cunda, Muara Dua Lhockseumawe, Provinsi Aceh, Peserta Bimtek sebanyak 50 

orang, terdiri dari perwakilan Koordinator Penyuluh Pertanian di Provinsi, 

Kabupaten/Kota dan kecamatan. Kegiatan di buka oleh Kepala Badan PPSDMP 

sekaligus memberikan arahan untuk memberikan pencerahan bagi peningkatan 

kompetensi penyuluh 

pertanaian. Selain itu 

dalam Bimtek tersebut 

hadir pula Komisi IV DPR 

RI Bapak Muslim, SHI, 

M.M dan Ibu Khairun Nisa, 

S.P, M.P, yang juga 

menjadi narasumber.  

Bimtek bagi 

Penyuluh Pertanian juga 

diarahkan dalam rangka meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian dalam 

menjalankan tugas, fungsi dan peran 

BPP yang tertuang di dalam Petunjuk 

Teknis dan SOP BPP Kostratani, 

mendukung Program Utama 

Kementerian Pertanian serta 

pemanfatan aplikasi Laporan Utama 

Kementerian Pertanian. Peningkatan 

kompetensi tersebut dalam mendukung 

tugas, fungsi dan peran BPP Kostratani 

Gambar 10. Pelaksanaan Bimbingan 
Teknis bagi 400 BPP Kostratani      
(17 November 2020) 

Gambar 9. Bimtek bagi Koordinator Penyuluh di 
Aceh (3 November 2020) 
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supaya berjalan secara optimal. Dalam jangka pendek, proyek perubahan 

menargetkan peningkatan kompetensi di 400 BPP Kostratani yang mendapat 

fasilitasi IT pada tahun 2019.  

Bimtek bagi Penyuluh Pertanian di 400 BPP Kostratani dilaksanakan pada tanggal 

17 November 2020 dengan menggunakan metode virtual melalui surat undangan 

Nomor: B-11688/TU.020/I2/11/2020, tanggal 12 November 2020 (Gambar 10). 

Bimtek bagi penyuluh pertanian dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman 

terkait langkah-langkah kerja BPP Kostratani sebagai pusat data dan informasi 

pertanian, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran, pusat 

konsultasi agribisnis, dan pusat pengembangan jejaring kemitraan.  

Kegiatan Bimtek bagi Penyuluh Pertanian dibuka oleh Kepala Badan 

Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Peserta yang menghadiri 

sebanyak 400 orang penyuluh pertanian. Agenda yang dibahas dalam kegiatan ini 

meliputi arahan Kepala Badan PPSDM Pertanian, sosialisasi Keputusan Kepala 

Badan PPSDM Pertanian tentang Petunjuk Teknis dan SOP BPP Kostratani, 

penayangan video tutorial Laporan Utama Kementerian Pertanian, dan BPP 

sebagai Pusat Gerakan Pembangunan Pertanian (Propaktani, Grasida, Gedor 

Horti, Sikomandan, Gratieks dan KUR). Hasil dari kegiatan ini meliputi 

tersosialisasikannya Petunjuk Teknis dan SOP BPP Kostratani, pemanfaatan 

aplikasi laporan utama Kementerian Pertanian secara konsisten setiap minggu, 

peran BPP dalam mendukung program strategi Kementerian Pertanian dapat 

bersinergi dalam penentuan CP/CL.  

Pusat Penyuluhan Pertanian sebagai penanggung jawab kegiatan 

Kementerian Pertanian di Provinsi 

Gorontalo, project leader juga 

melakukan Bimtek Petunjuk Teknis 

dan SOP BPP Kostratani, aplikasi 

laporan utama, dan dukungan BPP 

terhadap implementasi program 

utama Kementerian Pertanian bagi 

koordinator BPP se Provinsi 

Gorontalo pada tanggal 20 

November 2020 bertempat di Balai 
Gambar 11. Bimtek Penyuluh di 

Gorontalo (tanggal 20 November2020) 
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Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Gorontalo (Gambar 11.). Kegiatan dibuka 

oleh Kepala Badan PPSDM Pertanian, dengan narasumber Kepala Pusat 

Penyuluhan Pertanian, Kepala BPTP Gorontalo, dan pemaparan Juknis dan SOP 

BPP Kostratani oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan 

Pertanian, dan Tutorial Aplikasi Laporan Utama Kementan oleh Kepala Bidang 

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Hasil dari kegiatan tersebut 

tersosialisasikannya Petunjuk Teknis dan SOP BPP Kostratani, pemanfaatan 

aplikasi laporan utama Kementerian Pertanian secara konsisten setiap minggu, 

peran BPP dalam mendukung program strategi Kementerian Pertanian dapat 

bersinergi dalam penentuan CP/CL di Provinsi Gorontalo. Rencana tindak lanjut  

dari pelaksanaan Bimtek diantaranya, meliputi: 

1. Peningkatan kemampuan penyuluh dalam menguasai wilayah kerjanya;  

2. CP/CL bersinergi dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Wilayah Kerja 

BPP, baik kegiatan pusat dan daerah, bahkan dengan Kementerian/Lembaga 

lainnya; 

3. Pencapaian target pembangunan pertanian berdasarkan basis data dan potensi 

wilayah; 

4. BPP mengimplementasikan Juknis dan SOP BPP Kostratani serta pemanfataan 

laporan utama Kementan. 
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Dalam rangka peningkatan kapasitas 

penyuluh, tidak hanya dilakukan melalui 

Bimtek Juknis dan SOP BPP Kostratani 

serta Laporan Utama Kementan, namun 

juga dilaksanakan melalui sertifikasi 

kompetensi terhadap Tenaga Harian 

Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP) sebanyak 4.900 orang THL-

TB PP yang berpendidikan SLTA, DIII/S1 Non Pertanian. Pelaksanaan sertifikasi 

kompetensi ini diselenggarakan di 16 Tempat Uji Kompetensi (TUK) UPT Pelatihan 

Pertanian Pusat dan UPT Pendidikan Pertanian/Politeknik Pembangunan Pertanian 

pada tanggal 3 s.d. 16 November 2020. Hasil dari kegiatan sertifikasi kompetensi 

ini, para peserta dinyatakan kompeten dengan diberikan sertfikat kompetensi. 

Proses kegiatan ini dibuka oleh Kepala Badan PPSDM Pertanian dan dikoordinir 

oleh Pusat Pelatihan Pertanian. Para peserta akan kompeten akan mendapat 

sertifat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 

Gambar 12. Proses Sertifikasi 
Kompetensi di LSP  

Gambar 13. Contoh Sertifikasi 
Kompetensi Penyuluh dari 
Badan Nasional Sertifikasi 

Profesi (BNSP)  
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Penyiapan materi bimtek 

petunjuk teknis dan SOP BPP 

Kostratani, aplikasi laporan utama dan 

dukungan BPP terhadap implementasi 

program utama Kementerian Pertanian 

bagi koordinator penyuluh di 400 BPP 

13 Provinsi dilaksanakan pada tanggal 

13  dan 14 Oktober 2020. Kegiatan ini 

dilaksanakan melalui virtual meeting.  

Hasil dari penyiapan materi bimtek dan 

sosialisasi petunjuk teknis dan SOP 

BPP Kostratani diantaranya 

tersusunnya materi yang akan disampaikan dalam kegiatan dimaksud. Materi 

tersebut memuat tentang tugas,  fungsi dan 

peran BPP Kostratani, langkah kerja 

pencapaian tugas, fungsi dan peran BPP, 

dan SOP Kostratani.  

Penyiapan materi bimtek salah 

satunya adalah video tuturiol pemanfaatan 

aplikasi laporan utama Kementan. Tutorial 

tersebut digunakan untuk memudahkan 

pemahaman para penyuluh di BPP 

Kostratani. Selain itu, materi bimtek 

yang dipersiapkan adalah implementasi 

tugas, fungsi dan peran BPP pada 

setiap kegiatan strategis Kementerian 

Pertanian (Propaktani, Grasida, Gedor 

Horti, Sikomandan, Gratieks dan KUR) 

sebagai Pusat Gerakan Pembangunan 

Pertanian.  

Gambar 14. Penyiapan Materi 
Bimtek melalui virtual meeting 

Gambar 16. Capture Video Tutorial 
Aplikasi Laporan Utama Kementan 

Gambar 15. Materi Petunjuk Teknis 
dan SOP BPP Kostratani 
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Kegiatan Bimtek ini dipublikasi di media online. Publikasi dilaksanakan untuk 

dapat menginformasikan berita upaya-upaya peningkatan kompensi penyuluh. 

Proses pelaksanaan dan penyiapan Bimtek pada Lampiran 6 

  

Gambar 17. Publikasi Bimbingan Teknis melalui media on line (1) Bimtek 
Aceh; (2) Bimtek 400 BPP (3) Bimtek Gorontalo (4) Pelaksanaan Sertifikasi 

Kompetensi bagi calon Pegawai Peerintah dengan Perjanjian Kerja 
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D. Sosialisasi Laporan Utama  bagi Penyuluh Pertanian di  BPP Kostratani 

se-Indonesia  

Dalam rangka meningkatkan 

kapasitas penyuluh, Project Leader juga 

merancang sosialisasi bagi 400 BPP 

Kostratani dalam pemanfaatan laporan 

utama Kementerian Pertanian. Kegiatan 

bertujuan untuk memberikan informasi 

dan bimbingan secara teknis kepada 

koordinator penyuluh BPP Kostratani 

dan para penyuluh yang menjalankan 

tugas sebagai petugas penginput data 

atau admin BPP Kostratani dalam 

menginput/memasukkan data, khususnya data komoditas strategis pertanian.  

Namun pada realisasi, target jangka pendek dapat terlampaui dan telah   

sasaran jangka kegiatan menengah yaitu seluruh BPP di Indonesia. Pelaksanaan 

sebanyak 7 gelombang untuk 5.733 BPP dalam rangka mensosialisasikan aplikasi 

laporan utama. Sosialisasi aplikasi laporan utama program kementan dilaksanakan 

melalui telekonferensi virtual (vcon) pada hari Selasa-Kamis pada tanggal 20-22 

Oktober 2020.  Hal ini didasarkan oleh Surat Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian 

Nomor B-11088/TU.020/I.2/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020 kepada Kepala Dinas 

yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian provinsi se-Indonesia.  

Tabel 5. Sebaran Peserta Sosialisasi Aplikasi Laporan Utama 

NO PROVINSI 
JUMLAH 

PESERTA 
GEL TANGGAL WAKTU ID MEETING 

1.  Jawa Barat 491 

I 20 Okt 20 
13.00-15.00 

WIB* 

ID Meeting: 879 
087 95750 
Pasword : 
laptama1 

2.  Daerah Istimewa 
Yogyakarta 

56 

3.  Banten 109 

4.  Lampung 211 

5.  Kepulauan Riau 16 

6.  DKI Jakarta 6 

7.  Maluku Utara 85 

II 21 Okt 20 
08.00-09.30 

WIB 

ID Meeting: 874 
523 14319 
Pasword : 
laptama2 

8.  Papua Barat 51 

9.  Papua 118 

10.  Maluku 95 

11.  Sulawesi selatan 291 

12.  Sulawesi Tenggara 208 

13.  Sulawesi Barat 61 

14.  Jawa Timur 589 
III 21 Okt 20 

10.00-11.30 
WIB 

ID Meeting: 847 
750 31816 15.  Sumatera Utara 351 

Gambar 18. Sosialisasi aplikasi 
Laporan Utama (20-22 November 

2020) 
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Kegiatan ini bertujuan untuk: 1) menginformasikan pencapaian 

perkembangan dan capaian pembangunan utama pertanian secara online melalui 

aplikasi laporan utama kementan; 2) meningkatkan konektivitas kostratani dengan 

Agriculture War Room (AWR); 3) meningkatkan efektivitas implementasi aplikasi 

laporan utama program Kementerian Pertanian baik di provinsi, kabupaten/kota dan 

kecamatan; 4) memperlancar pelaksanaan aliran data dan informasi aplikasi 

laporan utama program Kementerian Pertanian dari kecamatan, kabupaten/kota, 

dan provinsi demikian sebaliknya.  

Kegiatan dibuka oleh Kepala Badan PPSDM Pertanian, dan beberapa 

fasilitator dalam kegiatan Sosialisasi aplikasi laporan utama program Kementan 

yaitu Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian dan Bidang Penyelenggaraan, 

Pusat Penyuluhan Pertanian. Metode pelaksanaan kegiatan ini dengan tahapan 

sebagai berikut: 

1. Penjelasan konsep dan substansi laporan utama kementan terdiri dari 

ketersediaan dan harga komoditas strategis, Kredit Usaha Rakyat,  Peningkatan 

ekspor, Alsintan ,Penurunan losess,Jumlah UMKM Pertanian, Jumlah Petani 

Milenial, Kegiatan penurunan DRP, Kegiatan penurunan stunting, Investasi, 

Penerapan Tenaga Kerja dan Kegiatan BPP 

  

Pasword : 
laptama3 

 

16.  Gorontalo 74 

IV 21 Okt 20 
13.00-14.30 

WIB 

ID Meeting: 891 
397 18343 
Pasword : 
laptama4 

17.  Bali 57 

18.  Kalimantan Utara 23 

19.  Kalimantan Timur 85 

20.  Aceh 273 

21.  Sumatera Barat 165 

22.  Sumatera Selatan 196 

23.  Jawa Tengah 553 

V 22 Okt 20 
08.00-09.30 

WIB 

ID Meeting: 884 
514 12610 
Pasword : 
laptama5 

24.  Kalimantan Tengah 114 

25.  Kalimantan Barat 153 

26.  Riau 126 

VI 22 Okt 20 
10.00-11.30 

WIB 

ID Meeting: 823 
433 57054 
Pasword : 
laptama6 

27.  Jambi 129 

28.  Bengkulu 106 

29.  Sulawesi Utara 167 

VII 22 Okt 20 
13.00 - 14.30 

WIB 

ID Meeting: 886 
511 60255 
Pasword : 
laptama7 

30.  Sulawesi Tengah 169 

31.  Kalimantan Selatan 131 

32.  Nusa Tenggara Timur 311 

33.  Nusa Tenggara Barat 115 

34.  Bangka Belitung 32 
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2. Tatacara pengisian laporan utama kementan 

Selanjutnya kegiatan sosialisasi laporan utama Kementan juga dilakukan 

melalui kegiatan: 

1. Ngobrol Asik Bersama 

(NGOBRAS) Volume 9 pada tanggal 20 

Oktober 2020, dengan narasumber Dr. 

Akhmad Musyafak, SP, MP (Kepala Pusat 

Data dan Sistem Informasi Pertanian), 

dengan tema Sosialisasi Laporan 

Program Utama Kementerian Pertanian 

Mendukung Kostratani; 

 

2. Mentan Sapa Petani dan Penyuluh 

(MSPP) pada tanggal  13 November 

2020, dengan topik “Monitoring, 

Evaluasi dan Mitigasi Resiko 

Pelaksanaan Laporan Utama 

Kementerian Pertanian” oleh Ir. 

Bambang, MM (plt. Inspektur Jenderal)  

3. Mentan Sapa Petani dan Penyuluh 

(MSPP)  tanggal 20 November 2020, 

dengan topic “Pemantapan Laporan 

Gambar 19.  Flyer Ngobras tanggal 
20 Oktober 2020 

Gambar 22. Contoh Sertifikat 
Elektronik 

Gambar 20. MSPP tanggal 13 
November 2020 

Gambar 21. MSPP tanggal 20 
November 2020 
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Utama Kementerian Pertanian” oleh Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, MAgr (Kepala 

Badan PPSDMP Pertanian).   

Pada akhir pelaksanaan bimtek dan sosialisasi kegiatan tersebut di atas diberikan 

sertifikat elektronik bagi para peserta. Persiapan dan pelaksanan kegiatan Bimtek 

dan Sosialisasi pada Lampiran 7 

Dalam rangka mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya BPP Kostratani 

se-Indonesia dan Dinas yang menyelengarakan fungsi penyuluhan pertanian 

provinsi dan kabupaten se-Indonesia, kegiatan sosialisasi laporan utama 

Kementan, dikemas dalam berbagai media on line. 

Gambar 23. Publikasi Kegiatan Sosialiasi Laporan Utama 
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Untuk memperkuat sosialisasi, maka video tutorial pengisian aplikasi Laporan 

Utama Kementerian Pertanian tersebut telah dibagikan dalam layanan pesan grup 

berbasis media sosial, khususnya grup yang berisi pengelola penyuluhan pertanian 

provinsi/kabupaten, untuk dapat disesbar ke tiap-tiap pengelola BPP Kostratani se-

Indonesia. 

Hasil dan tindak lanjut kegiatan sosialisasi ini: 

1. Pada aplikasi laporan utama kementan ditambahkan menu komoditas strategis 

pertanian dari 11 komoditas menjadi 20 komoditas 

2. Kostrawil dan kostrada sudah terkoneksi dengan AWR,sehingga untuk laporan 

utama kementan dapat di pantau dalam penginputanya 

3. Petugas admin data BPP Kostratani lebih memahami pentingnya laporan utama 

ini untuk mengetahui secara cepat kondisi pembangunan pertanian di tingkat 

lapangan sekaligus lebih meningkatkan keterampilan memasukkan data pada 

aplikasi laporan utama.  

Kegiatan ini dilakukan meyakinkan bahwa admin di setiap BPP Kostratan 

memahami dan melaporkan laporan utama, karena petugas diberikan honor 3 (tiga) 

bulan terakhir. Petugas admin juga diharapkan sekaligus dapat meng-update 

database SIMLUHTAN. Penetapan petugas didasarkan oleh Keputusan Kepala 

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor 

221/Kpts/SM.040/I/10/2020 tentang Penetapan Petugas Penginput Data Pertanian 

Gambar 25. Surat Tugas Kepala 
Pusat Penyuluhan dalam 

pengawalan pendampingan input 
data laporan utama 

Gambar 24.  SK Kepala Badan 
PPSDMP tentang Penetapan 

Petugas Penginput Data Pertanian 
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di Balai Penyuluhan Pertanian. Dalam rangka pengawalan pendamping ketertiban 

petugas di BPP dalam menginput laporan utama, maka Project Leader menugaskan 

Penyuluh Pertanian untuk (a) memastian petugas data mengunggah data laporan 

utama Kementerian Pertanian setiap minggu dan (b) memastikan data terkirim ke 

AWR. Dasar penugasan tersebut adalah Surat Tugas Nomor: B-

11438/TU.040/I.2/11/2020. Hasil rekapitulasi laporan pengawalan dan 

pendampingan tersaji pada Tabel 6: 

Tabel 6. Hasil monitoring pengisian laporan utama Kemtan pada Bulan Oktober 

2020 
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E. Integrasi SIMLUHTAN dengan e-RDKK dan aplikasi laporan Program 

Utama Kementan 

Kegiatan integrasi aplikasi 

SIMLUHTAN dengan eRDKK 

bertujuan untuk: (a) 

menyediakan data kelompoktani 

dan petani anggota 

kelompoktani yang lengkap, 

benar, dan sesuai kondisi saat ini 

sehingga dapat digunakan 

sebagai dasar pemberian 

bantuan program Kementerian 

Pertanian; (b) mengintegrasikan 

data Simluhtan dan e-RDKK 

sebagai dasar pemberian bantuan pupuk bersubsidi; (c) mewujudkan Satu Data 

Pertanian. Integrasi data penting dilakukan agar arus data dan informasi menjadi 

semakin efektif, efisien dan mudah 

 

Gambar 26. Diagram Proses Integrasi 
SIMLUHTAN dan e-RDKK 

Gambar 27. Diagram Proses Integrasi SIMLUHTAN dan NIK Dukcapil 
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Sasaran kegiatan ini adalah terselenggaranya peningkatan pelayanan penyuluhan 

pertanian melalui terfasilitasinya 

petani yang menjadi anggota 

kelompoktani dalam mengajukan 

RDKK Pupuk Bersubsidi. Kegiatan 

menghasilkan berupa modul aplikasi 

untuk integrasi data terpasang di 

aplikasi eRDKK. Modul ini 

berfungsi untuk memverifikasi 

kelompoktani dan petani anggota kelompoktani berdasarkan NIK yang mengajukan 

RDKK pupuk bersubsidi.   

1 

2 

3 4 

5 

Gambar 28. Tampilan Integrasi SIMLUHTAN dan e-RDKK 
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Dalam rangka pengembangan 

prototype integrasi data e-RDKK dan 

SIMLUHTAN ini telah diuji coba di 3 

(tiga) Kabupaten dan 1 (satu) 

Provinsi, yaitu Kabupaten Humbang 

Hasundutan, Sumatera Utara (9-12 

November 2020); Kabupaten Pulang 

Pisau, Kalimantan Tengah (23-25 

November 2020); Kabupaten 

Banyuwangi (23-25 November 2020) 

dan Provinsi Gorontalo (19-22 November 2020). Kegiatan pendampingan tersebut 

melibatkan Pusat Penyuluhan Pertanian, Sekretariat Inspektorat Jenderal, 

Inspektorat I Inspektur Jenderal 

Kementerian Pertanian dan Pusat Data dan 

Sistem Informasi Pertanian. 

Prot  otype integrasi data yang telah di 

launching oleh Menteri Pertanian melalui 

daring dan luring pada tanggal 30 November 

2020 (Arahan Mentan pada Lampiran 8) 

Tujuan pelaksanaan kegiatan yaitu (a) 

memberikan informasi kepada eselon 1 

lingkup Kementerian Pertanian dan 

Stakeholder terkait pentingnya Satu 

Data Pertanian; (b) 

memanfaatkan inovasi 

SIMLUHTAN dalam 

pelaksanaan 

perencanaan program 

pembangunan pertanian; 

(c) memperkenalkan SIMLUHTAN dalam penyaluran 

pupuk bersubsidi dengan integrasi data e-RDKK untuk 

meningkatan layanan agar tepat sasaran dan waktu.  

Gambar 29. Uji coba integrasi Simluhtan 

dan e-RDKK 

Gambar 30. Launching Integrasi 
Data Petani SIMLUHTAN dan -

RDKK berbasis NIK (30 
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Kegiatan ini dihadiri oleh Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, Inspektur I 

Kementerian Pertanian, Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Hukum, Kepala 

Pusat Data dan Informasi, eselon II Lingkup Badan PPSDMP, Sekertaris 

Inspektorat Jenderal/ Direktorat Jenderal/Badan Lingkup Kementerian Pertanian, 

Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktur Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), 

KPK,BPK, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Dinas 

Pertanian Provinsi se-Indonesia dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang 

menjadi lokasi uji coba prototype yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera 

Utara; Kabupaten Pulang Pisau,Kalimantan Tengah; Kabupaten Banyuwangi dan 

Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo  

Kegiatan Integrasi SIMLUHTAN dengan 

aplikasi laporan Program Utama Kementan 

menghasilkan tampilan data SIMLUHTAN di 

dalam dashboard laporan utama di masing-

masing BPP Kostratani, diantaranya nama 

BPP, alamat BPP, nama koordinator, jumlah 

penyuluh 

pertanian, 

jumlah 

kelompok 

tani, jumlah gabungan kelompok tani dan 

Gambar 32.  Dashboard Laporan 
Utama Kementan yang 

terintegrasi dengan SIMLUTAN 

Gambar 31. Dashboard laporan 
utama Kementan untuk 

Kostratani 

Gambar 33. Penambahan komponen input Komoditas Strategis di BPP Kostratani 
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jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Selain itu dalam komponen input 

komoditas strategis terdapat penambahan komoditas untuk dapat memenuhi 

keragaman pengembangan komoditas di BPP Kostratani. Cara menginput data dan 

informasi melalui aplikasi laporan utama yang dilakukan oleh admin di BPP dapat 

dilihat pada Lampiran 9. Menu yang disajikan dalam aplikasi laporan utama 

diantanya ketersedian dan harga 11 komoditas strategis, komoditas strategis, KUR, 

upaya peningkatan ekspor, alsintan, jumlah teknologi pasca panen untuk 

menurunkan losses dan lain-lain.    

Persiapan pelaksanaan kegiatan integrasi Simluhtan dan eRDKK 

dilaksanakan pada tanggal 21 September 2020, 5 Oktober 2020, 17 November 

2020 dan 20 November 2020  

dengan melibatkan Sekretariat 

Badan PPSDMP, Biro Hukum, 

Direktorat Pupuk dan Pestisida, 

Pusat Data dan Sistem Informasi 

Pertanian (Pusdatin), serta 

Inspektorat Jenderal Kementerian 

Pertanian. Hasil persiapan tersebut 

antara lain: 

1. Persiapan ini merupakan 

tindak lanjut tindak lanjut Stranas PK 

B21 dalam jangka pendek untuk menyusun mekanisme pemutakhiran data e -

RDKK dan SIMLUHTAN, dan jangka panjang menyiapkan integrasi data 

keduanya; 

2. SIMLUHTAN akan dijadikan dasar CP/CL program unit kerja eselon 1 lingkup 

Kementerian Pertanian sehingga data Eselon 1  harus dirapikan dan diakomodir 

di SIMLUHTAN, selanjutnya Kementan menyiapkan data base petani yang 

bersumber dari simluhtan dan juga data CP/CL dari Direktorat Jenderal Teknis 

3. Disepakatinya rencana uji coba prototype integrasi data SIMLUHTAN dengan e-

RDKK di lokasi Food Estate dan Provinsi Gorantalo yang menjadi binaan Pusat 

Penyuluhan Pertanian. Proses pelaksanaan Integrasi SIMLUHHTAN dan RDKK 

pada Lampiran 9 

Gambar 34. Rapat Persiapan Integrasi data 
Simluhtan dan e-RDKK 
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F. Draft Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Tentang Sistem 

Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian (SMIPP) 

Permentan Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian (SMIPP) 

dirancang untuk memperkuat sinergitas pemanfaatan data SIMLUHTAN dengan 

berbagai kegiatan yang dilaksanakan di BPP Kostratani, sekaligus dapat 

memperkuat tugas, fungsi dan peran BPP sebagai Pusat Data dan Informasi dan 

Pusat Gerakan Pembangunan Pertanian.  Peraturan menteri ini bertujuan untuk (a) 

mengatur pengelolaan Data kelembagaan, ketenagaan  penyuluhan pertanian, 

kelembagaan petani, teknis dan lingkungan pertanian, materi dan Informasi 

penyuluhan pertanian; (b) mempercepat arus Data dan Informasi atau materi 

penyuluhan pertanian dari pusat sampai petani dan/atau sebaliknya; dan (c) 

membangun integritas Data kelembagaan, ketenagaan penyuluhan pertanian, 

kelembagaan petani, teknis dan lingkungan pertanian, serta materi dan Informasi 

penyuluhan pertanian yang mutakhir melalui sistem aplikasi yang terintegrasi. 

Peraturan Menteri melingkupi antara lain organisasi; data dan mekanisme kerja; 

pembinaan; dan prasarana dan sarana.  

Dalam jangka pendek proyek perubahan ini, ditargetkan mencapai draft yang 

telah diharmonisasi antara Biro 

Hukum dengan Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan 

Harmonisasi dilaksanakan pada 

Gambar 35. (1) Permohonan Harmonisasi 
(2) Rapat Harmonisasi Draft Permentan 

dan (3) Hasil Harmonisasi 

1 2 

3 
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tanggal  26 – 27 November 2020 dipimpin oleh Kepala Biro Hukum dan dihadiri oleh 

Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Keuangan, Biro 

Organisasi dan Kepegawaian, Badan PPSDM Pertanian dan Eselon I lingkup 

Kementan terkait.  Permentan SMIPP hasil harmonisasi pada Lampiran 10. 

Sebelum naskah Permentan dilakukan harmonisasi, proses persiapan dilakukan 

sebagai berikut:  

1. Penyusunan RPermentan tentang 

Sistem Manajemen Informasi 

Penyuluhan Pertanian pada tanggal 27- 

28 Oktober 2020. Pertemuan dipimpin 

oleh Project Leader dan dihadiri oleh Biro 

Hukum, Sekretariat Badan PPSDMP, 

dan Tim Penyusun. Hasil pertemuan 

sebagai berikut: (a) naskah RPermentan 

yang disusun pasal per pasal yang telah 

mendapat masukan dari Biro Hukum dan Sekretariat Badan PPSDM Pertanian; 

(b) penyelarasan RPermentan oleh tim penyusun; (c) merencanakan FGD  

dalam membahas RPermentan dengan Biro Hukum, Biro Perencanaan, Pusat 

Data dan Sistem Informasi Pertanian, Eselon I terkait  

2. Focus Group Discussion RPermentan 

tentang Sistem Manajamen Informasi 

Penyuluhan Pertanian pada tanggal 19 

dan 21 November 2020. Pertemuan 

dibuka oleh Kepala Badan PPSDM 

Pertanian. Pelaksanaan FGD dipimpin 

oleh Project Leader dan dihadiri oleh 

Biro Hukum, Biro Perencanaan, Biro 

Umum dan Pengadaan, Pusat Data dan 

Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Direktorat Jenderal/Inspektorat 

Jenderal/Badan lingkup Kementan. Hasil pertemuan sebagai berikut adalah 

perbaikan beberapa substansi isi dari RPermentan Proses pelaksanaan 

penyusunan Draft Pementan SMIPP pada Lampiran 11. 

Gambar 37. FGD Draft Permentan di 
Depok 

Gambar 36. Rapat Penyusunan 
RPermentan SMIPP 
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G. Lesson learned  

Lesson learned yang diambil dari inovasi proyek perubahan ini yaitu: 

1. Pengelola BPP Kostratani memahami implementasi 5 (lima) peran BPP 

Kostratani yang menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan 

program/kegiatan di Wilayah Kerja BPP Kostratani; 

2. Terlaporkannya data kegiatan utama Kementerian Pertanian secara kontinu 

dari Kostratani ke AWR; 

3. Tertelusurnya data petani berbasis NIK antara aplikasi SIMLUHTAN dan e-

RDKK;  

4. Sinkronisasi data SIMLUHTAN dengan aplikasi Laporan Kegiatan Utama 

serta terakomodasinya semua komoditas unggulan di BPP Kostratani yang 

terlaporkan ke AWR; 

5. Adanya landasan hukum yang memadai terkait pengembangan data dan 

informasi yang akan dipergunakan oleh Eselon I lingkup Kementerian 

Pertanian dalam menentukan CP/CL pelaksana kegiatan di BPP Kostratani 

sebagai wujud sinergi pembangunan pertanian.  
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LAMPIRAN 1. 
 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando 
Strategis Pembangunan Pertanian 

3.  
4.  
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LAMPIRAN 2. 
 

Keputusan Menteri Pertanian No.13/Kpts/01.050/I/O2/2020 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Komando Strategis Pembangunan Pertanian di Kecamatan 

(Kostratani) 
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6.   
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LAMPIRAN 3 
 

Keputuan Menteri Pertanian tentang Tim Komando Strategis Pembangunan 
Pertanian 
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LAMPIRAN 4 
 

Proses Pembentukan Tim Efektif 
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NOTULENSI  
Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhandan 
Pengembangan SDM Pertanian 
Gd D Lt 5 Jl. Harsono RM No 3, PasarMinggu, Jakarta Selatan 
www.cybex.pertanian.go.id 

  

PESERTA: 

1. Kepala Pusat Penyuluhan 
Pertanian 

2. Kepala Bidang lingkup Pusat 
Penyuluhan Pertanian 

3. Kepala Subbidang Lingkup Pusat 
Penyuluhan Pertanian 

4. Penyuluh Pertanian Pusat 

 
Waktu : Selasa, 07 Oktober 2020 
Pukul: 19.30 - Selesai 
Tempat : Zoom Meeting 
Pukul 
Pimpinan Rapat:  
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian  

 
AGENDA RAPAT: 
Penyusunan SK Tim Efektif dan Jadwal Tugas Proyek Perubahan “Peningkatan 
Layanan Penyuluhan Pertanian Dalam Rangka Penguatan Balai Penyuluhan 
Pertanian (BPP) Sebagai Pusat Kegiatan Pembangunan Pertanian di Kecamatan 
(Kostratani)” 
HASIL RAPAT DAN KESIMPULAN: 

1. Bahwa dalam rangka memberikan dukungan  proyek perubahan pelatihan 
kepemimpinan nasional tingkat II Angkatan XVII dengan Project Leader Dr. Ir. Leli 
Nuryati, MSc selaku Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian perlu dibentuk tim Efektif 

2. Proyek perubahan yang akan dilaksanakan berjudul “Peningkatan Layanan 
Penyuluhan Pertanian Dalam Rangka Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian 
(BPP) Sebagai Pusat Kegiatan Pembangunan Pertanian di Kecamatan 
(Kostratani)” 

3. Beberapat target output yang menjadi target proyek perubahan adalah: 
- Tersedianya Pedoman Teknis BPP sebagai Kostratani 
- Tersedianya SOP Kostratani 
- Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan Penyuluh Pertanian di Kostratani 
- Tersedianya aplikasi SIMLUHTAN yang terintegrasi dengan aplikasi e-RDKK dan 

sistem pelaporan program utama pembangunan pertanian (NEW SIMLUHTAN) 
- Tersedianya Draft Permentan/ Kepmentan tentang Peningkatan Layanan 

Penyuluhan Pertanian mendukung Kostratani 
4. Tim Efektif  dimaksud dibentuk dalam rangka mendukung Project Leader pada saat 

persiapan dan pelaksanaan proyek perubahan. 
5. Tim Efektif yang akan dibentuk berasal dari Eselon II yang akan memberikan 

masukan terhadap aspek target kinerja pada setiap tahapan proyek perubahan, 
sedengakan para Pejabat Eselon III, IV, dan Penyuluh Pertanian lingkup Pusat 
Penyuluhan Pertanian bertugas mendukung persiapan project leader. 

6. Pada rapat ini menghasilkan konsep Keputusan Kepala Badan Penyuluhan Dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tentang Tim Persiapan dan 
Pelaksanaan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat II a.n. 
Project Leader Dr. Ir. Leli Nuryati, MSc (terlampir) 

 



 
55 

7. Selain itu, pada rapat diputuskan penjadwalan rencana kerja pelaksanaan proyek 
perubahan. Rencana kerja jadwal pelaksanaan proyek perubahan mengalami 
revisi dikarenakan ada pergeseran jadwal pelaksanaan  pelatihan kepemimpinan 
nasional tingkat II Angkatan XVII. Rencana kerja jadwal pelaksanaan proyek 
perubahan terlampir. 

 
8. Rencana Tindak Lanjut: 

Konsep SK Tim Efektif untuk segera diproses di Subbagian Organisasi dan Hukum; 
Masing-masing Kepala Bidang yang bertugas sebagai PIC untuk dapat 
mengkonsolidasikan den mempersiapkan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan 
yang mendukung Proyek Perubahan 
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LAMPIRAN 5.  
 

Proses Penyusunan Juknis dan SOP BPP Kostratani 
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Outline Juknis dan SOP, Draf 1, dan Draf Final 
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LAMPIRAN 6.  
 

Bimtek dan Sosialisasi Juknis dan SOP BPP Kostratani bagi Penyuluh 

Pertanian di 400 BPP Kostratani 
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NOTULEN 

Tema Rapat : Peningkatan Layanan Penyuluhan Pertanian 

dalam Rangka  

Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) 

sebagai Pusat  

Kegiatan Pembangunan Pertanian di Kecamatan 

(Kostratani). 

Tempat : Video Converence (Zoom) 

Tanggal : Selasa, 13 Oktober 2020 

Waktu : 09.00 – 11.30 WIB 

 

Tujuan Rapat:  

Tujuan rapat yaitu persiapan penyusunan materi bimbingan teknis bagi penyuluh 

pertanian sebagai upaya peningkatan layanan penyuluhan pertanian dalam rangka 

penguatan BPP sebagai pusat pembangunan pertanian Kecamatan (Kostratani). 

Hasil Rapat:  

1. Arahan Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian  

a. 400 model BPP yang sudah difasilitasi IT 2019 akan dilakukan Bimtek 

terkait peran BPP sebagai pusat gerakan pembangunan pertanian.  

b. Dari 5.733 BPP, sebanyak 400 BPP sudah difasilitasi sarpras IT pada 

tahun 2019 sisanya akan diberikan pada tahun 2020 sebanyak 3.369 

BPP dengan sumber pembiayaan dari berbagai Eselon 1 lingkup 

Kementerian Pertanian dan tahun  2021 sebanyak 1.964 BPP melalui 

pengadaan dari dana DAK yang sudah diusulkan.  

c. Meskipun pengadaan IT masih dalam proses, namun 99% BPP dari 

5.733 BPP sudah terkoneksi ke AWR yang ditunjukkan dengan adanya 

link kedalam aplikasi laporan utama Kementerian Pertanian.  

d. Arahan Bapak Menteri Pertanian untuk terus mendorong peningkatan 

peran dan fungsi BPP Kostratani sehingga tugasnya dalam mendorong 

percepatan pelaksanaan pembangunan pertanian yang utamanya 

mendorong Eselon 1 dalam menunjang kegiatan dalam program utama 

Kementerian Pertanian (Gratieks, Sikomandan, Gedor Horti, 

peningkatan inovasi, KUR, dll)  
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e. Pusat penyuluhan pertanian mengharapkan agar BPP dioptimalkan 

sebagai Kostratani untuk itu akan dilakukan Bimtek bagi penyuluh 

pertanian dalam upaya optimalisasi penguatan BPP Kostratani.  

f. Pembinaan PPL, Petani, DPM, DPA secara virtual melalui: Mentan Sapa 

Petani dan Penyuluh (MSPP), Ngobrol Asik, Bertani On-Cloud, Millenial 

Agriculture Forum. Forum tersebut diharapkan dapat memberikan 

informasi sebanyak banyaknya bagi petani dan penyuluh di lapangan.  

g. Dalam rangka mengakselerasi peran Kostratani dengan membentuk 

model BPP Kostratani yang terdekat dengan UPT badan SDM, dan 

Badan Litbang.h. Pada bulan November 2020 akan dilakukan Bimtek 

bagi penyuluh pertanian dalam optimalisasi penguatan peran BPP.  

h. Kostratani mendorong tujuan pembangunan pertanian untuk 

meningkatkan produktivitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian 

sehingga bias menyediakan pangan untuk penduduk Indonesia, 

kesejahteraan petani dan peningkatan ekspor.  

i. Kostratani berada di Kecamatan dan merupakan lokus kegiatan 

pembangunan pertanian dan sinergi semua Eselon 1 lingkup 

Kementerian Pertanian dan Kementerian/Lembaga dan juga 

pemerintahan daerah yang tentunya didukung fasilitas yang ada, SDM 

dan anggaran.  

j. Peran Kostratani Dan Fungsinya yang akan diakselerasi melalui Bimtek 

sehingga penyuluh bisa mendorong kelima peran Kostratani sebagai 

berikut:  

− Pusat Data dan Informasi  

− Pusat Gerakan Pembangunan Pertanian  

− Pusat Pembelajaran  

− Pusat Konsultasi Agribisnis  

− Pusat Pengembangan Jejaring.  

k. Biro umum Sekjen akan memberikan fasilitasi honor bagi petugas input 

data selama 3 bulan.  

l. Kementerian Pertanian sudah berupaya membuka kerjasama dengan 

Bukalapak untuk pemasaran produk pertanian dan sudah memiliki MoU 

sehingga memiliki lapak Kostratani online.  
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m. Melalui Kostratani juga diharapkan dapat mendorong korporasi yang 

dibina oleh masing-masing Eselon 1 bisa dikoordinasikan melalui BPP 

Kostratani karena korporasi ditumbuhkembangkan dari kelembagaan 

petani dan kelembagaan ekonomi petani. KEP akan dikembangkan 

menjadi korporasi melalui kerjasama dengan para offtaker dan investor 

serta stake holder lainnya.  

n. Dimohon kepada narasumber dari Eselon 1 dapat memberikan masukan 

untuk bahan materi Bimtek terkait program-program dan kegiatan di 

masing-masing Eselon 1 sebagai pengayaan bagi penyuluh pertanian 

khususnya terkait dengan peran BPP sebagai pusat data dan informasi 

sertab pusat gerakan pembangunan pertanian.p. Materi tersebut akan 

disampaikan pada Bimtek maupun sosialisasi kepada penyuluh 

pertanian di wilayah kerjanya.  

2. Pemaparan bahan materi oleh narasumber dan diskusi. Hasil pemaparan 

bahan materi dari narasumber dan hasil diskusi berupa masukan masukan 

bahan materi sebagaimana matrik terlampir.  

3. Rencana tindak lanjut  

a. Akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan para narasumber untuk 

penyempurnaan masukan materi Bimtek;  

b. Akan dilakukan rapat persiapan penyusunan materi dengan narasumber 

dari para pelaku usaha dan BUMN yaitu PIHC, Himbara (BRI), PT. 

JAPFA Comfeed, PT. Bukalapak dll pada tanggal 14 Oktober 2020.  

c. Akan dilakukan rapat penyusunan konsep materi Bimtek pada tanggal 

20 Oktober 2020. 
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NOTULEN 

Tema Rapat : Peningkatan Layanan Penyuluhan Pertanian 

dalam Rangka Penguatan Balai Penyuluhan 

Pertanian (BPP) sebagai Pusat Kegiatan 

Pembangunan Pertanian di Kecamatan 

(Kostratani). 

Tempat : Video Converence (Zoom) 

Tanggal : Rabu, 14 Oktober 2020 

Waktu : 09.00 – 12.00 WIB 

 

Hasil Rapat:  

1. Arahan Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian  

a.  Kementerian Pertanian sudah menjalin kerjasama dengan BRI terkait 

fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai modal usaha bagi para 

petani sedangkan dengan Bukalapak dalam aspek pemasaran produk 

pertanian.  

b.  Kostratani di BPP memiliki peran penting yang salah satunya sebagai 

pengembangan kemitraan/jejaring.  

c.  Pusat Penyuluhan Pertanian memiliki database petani yang dilengkapi 

dengan nama, alamat, dan NIK serta sudah 94% sama dengan data di 

Dukcapil.  

d.  Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDM) c.q. 

Pusat Penyuluhan Pertanian sudah memberikan izin kepada BRI untuk 

memadupadankan data petani dengan Simluhtan agar diketahui jumlah 

petani yang sudah mengakses maupun yang belum mengakses KUR. 

Hal ini tentunya juga dapat mendorong percepatan tanam sehingga 

dapat meningkatkan produksi dan produktivitas.  

e.  Mantri-mantri dari BRI yang berada di Kecamatan agar bisa bersinergi 

dengan para penyuluh pertanian di BPP Kostratani yang lokasinya sudah 

berdasarkan titik koordinat dalam pengawalan pendampingan KUR bagi 

petani.  
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f.  BRI diharapkan segera bersurat ke Pusat Penyuluhan Pertanian terkait 

permintaan data petani untuk dipadupadankan sebagai baseline data 

KUR.  

g.  BPPSDMP sudah bekerjasama dengan Bukalapak untuk pelatihan bagi 

penyuluh dan petani yang sudah siap bergabung dengan Bukalapak.  

h.  Distribusi komoditas pertanian mengalami hambatan karena adanya 

pandemic Covid-19 dan adanya peraturan PSBB sehingga pemasaran 

produk harus diupayakan melalui eccomerce.  

i.  PIHC dimohon bisa bekerjasama dalam memberikan informasi yang 

dapat dimanfaatkan oleh penyuluh dalam pengawalan dan 

pendampingan sehingga mendorong para petani dapat meningkatkan 

produksi dan produktivitas.  

j.  Stake holder lainnya yang terkait dengan produksi diharapkan dapat 

bekerjasama sebagai offtaker yang dibangun melalui pengembangan 

korporasi yang sudahdikembangkan di beberapa lokasi, agar petani 

dapat mendapatkan keuntungan usaha taninya sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraannya.  

k.  Bagi BPP Kostratani yang sudah memiliki IT lengkap diharapkan dapat 

bekerjasama dan bermitra dengan stakeholder terkait baik dalam 

pemasaran, penyediaan saprodi maupun permodalan.  

2. Pemaparan bahan materi oleh narasumber.  Hasil pemaparan bahan materi 

dari narasumber dan hasil diskusi berupa masukan masukan bahan materi 

sebagaimana matrik terlampir.  

3. Rencana tindak lanjut  

a. Akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan para narasumber untuk 

penyempurnaan masukan materi Bimtek.  

b.  Akan dilakukan rapat penyusunan konsep materi Bimtek pada tanggal 

20 Oktober 2020. 
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NOTULEN 

Tema Rapat : Bimbingan Teknis bagi Koordinator Penyuluh 
Pertanian di BPP  
Kostratani. 

Tempat : Video Converence (Zoom) 

Tanggal : Selasa, 17 November 2020 

Waktu : 09.00 – 14.00 WIB 

 

Pimpinan Rapat  : Kepala Badan PPSDMP  
Peserta   : Terlampir  
 

Tujuan Rapat  
Tujuan rapat yaitu meningkatkan wawasan dan kemampuan Koordinator 

Penyuluh  
Pertanian dalam meningkatkan layanan penyuluhan pertanian di Balai Penyuluhan 
Pertanian (BPP) Kostratani dalam mengoptimalkan peran BPP sebagai pusat data 
dan informasi serta sebagai pusat gerakan pembangunan pertanian.  
 
Hasil Rapat  
1. Arahan Kepala Badan PPSDMP  

a. Penyuluh Pertanian merupakan inspirasi dan narasumber bagi petani 
sehingga senantiasa harus belajar, update ilmu pengetahuan, informasi, 
inovasi teknologi dan keterampilan agar dapat menjadi sumber inspirasi 
yang baik bagi petani. Penyuluh Pertanian juga harus pintar agar 
petaninya juga pintar, maka akan mampu meningkatkan produktivitas 
tanamannya karena peningkatan produktivitas merupakan kunci 
keberhasilan pembangunan pertanian.  

b.  Penyuluh Pertanian harus menjadi sosok yang dirindukan oleh petani. 
Oleh karena itu, harus senantiasa hadir, mendengar dan melihat segala 
kondisi yang dialami petani. Salah satu ciri/indikasi keberhasilan 
Penyuluh Pertanian yaitu apabila dirindukan oleh Petani, dan jika ingin 
dijadikan Penyuluh Pertanian yang dirindukan oleh petani maka harus 
senantiasa melakukan komunikasi dan interaksi yang intens dengan 
Petani.  

c.  Penyuluh Pertanian merupakan agent of change (agen perubahan), yakn 
bahwa  
Penyuluh Pertanian harus mampu merubah pengetahuan, sikap dan 
keterampilan petani. Selain itu, Penyuluh Pertanian juga merupakan 
agent social evolution(agen evolusi sosial), harus bisa mengubah 
mindset petani dan meningkatkan produktivitas serta pendapatan petani. 
Pertanian saat ini harus berorientasi bisnis artinya pertanian harus 
menguntungkan. Melalui program food estate maka persepsi petani 
mengenai pertanian harus dirubah ke orientasi bisnis sehingga bisa 
menghasilkan uang (bisnis).  

d.  Penyuluhan dapat merubah peradaban, oleh karena itu penyuluh harus 
pintar dan dekat dengan petani dengan melakukan komunikasi intens. 
Pada era industri 4.0, Penyuluh Pertanian harus mampu memanfaatkan 
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internet of thing (IoT) seperti android dan internet serta harus bisa 
memadukan metode latihan, kunjungan dan supervisi (lakususi). 
Sehubungan dengan pesatnya perkembangan inovasi dan teknologi, 
maka peradaban manusia pun berubah. Untuk itu, penyuluhan harus 
mampu merubah peradaban, mindset petani dari hanya menjalankan 
kewajiban menjadi orientasi bisnis serta meningkatkan produktivitas. 
Penyuluhan harus melakukan inovasi teknologi yang mampu 
meningkatkan produktivitas. Saat ini pengggunaan pupuk hayati, 
mikroorganisme lokal, biofertilizer, biodekomposer, dll sudah sangat 
berkembang, sumber-sumbernya ada di sekitar petani. Oleh karena itu, 
penyuluhan harus mampu merubah petani yang tidak mau 
melaksanakan pemupukan organik dan hayati, sekarang harus mampu 
menjadikan petani yang tergantung pada pupuk organic, pupuk kompos 
dan pupuk hayati karena dengan cara seperti itulah produktivitas akan 
meningkat.  

e.  Kostratani mengajak kepada seluruh penyuluh pertanian dan petani 
untuk meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan menjamin 
kontinuitas produk lokal agar dapat di ekspor. Kostratani harus menjadi 
pusat agribisnis, pusat membangun jaringan kemitraan/jaringan 
kerjasama.  

2. Arahan Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian  
a. Sehubungan dengan pentingnya peran Kostratani dalam pembangunan 

pertanian, oleh karena itu sasaran bimtek ini adalah semua BPP 
Kostratani, Kostrada dan Kostrawil yang sudah difasilitasi Sarana dan 
prasaran IT sejak tahun 2019. BPP yang sudah difasilitasi diharapkan 
menjadi contoh dan model bagi BPP lain yang akan difasilitasi sarpras 
IT pada tahun 2020 dan 2021. Selanjutnya, 400 BPP yang sudah 
difasilitasi sarpras IT, menjadi salah satu bukti bahwa sudah terkoneksi 
dengan baik dari Kostratani ke AWR.  

b.  Bapak Inspektur I telah memberikan arahan tentang Monitoring dan 
Evaluasiserta Mitigasi Risiko didalam Pelaksanaan Pelaporan Utama 
Kementerian Pertanian. Mitigasi Risiko telah dilakukan terhadap 400 
BPP yang sudah difasilitasi sarpras IT pada tahun 2019. BPP yang 
sudah difasilitiasi sarpras IT harus memanfaatkan semaksimal mungkin 
sehingga fungsi BPP sebagai Pusat Kegiatan Pembangunan Pertanian 
yang berbasis digital/IT dapat diimplementasikan.  

c.  Di akhir tahun 2020 akan di evaluasi kembali mengenai laporan utama 
di 400 BPP yang ke AWR sudah terkirim secara periodik. Diharapkan di 
bulan November 2020, sudah mulai melakukan input data di minggu 
pertama dan kedua secara tepat waktu.  

d.  Laporan Utama Kementerian Pertanian berisi tentang data yang terkait 
dengan progres program utama khususnya komoditas strategis. 
Dikarenakan terdapat 11 komoditas strategis maka dilakukan 
penambahan beberapa komoditas unggulan di daerah masing-masing. 
Apabila terdapat komoditas unggulan dan memiliki kontribusi yang 
sangat besar terhadap ekspor ataupun produksi di wilayah 
masingmasing maka dapat ditanyakan kepada penanggung jawab 
Laporan Utama Kementerian Pertanian.  

e.  Dari laporan yang sudah dilaksanakan oleh BPP di seluruh Indonesia, 
sampai dengan saat ini, laporannya masih belum 100%, untuk itu, nbagi 
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BPP yang belum update laporan dimaksud agar segera melakukan 
udating laporannya dan Koordinator Wilayah Binaan di setiap provinsi 
sebagai penanggung jawab harus terus mengawal update data 
dimaksud.  

f.  Untuk proses fasilitasi honor bagi pengolah data di BPP Kostratani 
sedang dalam proses. Tim Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan 
Pertanian sedang memverifikasi nama-nama petugas yang sudah 
menginput data agar fasilitasi honor tersebut tepat sasaran. Nama 
petugas yang menjadi petugas input data adalah usulan dari wilayah 
masing-masing, bukan ditetapkan oleh Kepala Pusat Penyuluhan 
Pertanian namun dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan 
Penyuluhan Pertanian.  

3. Pemaparan bahan materi oleh narasumber dan diskusi.  
Materi yang disampaikan pada Bimbingan Teknis, yaitu:  
a. Arah Kebijakan Kostratani oleh Kepala Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan SDM Pertanian;  
b. Peningkatan Layanan Penyuluhan Pertanian Dalam Rangka Penguatan 

BPP sebagai Kostratani;  
c. Pemaparan SK Kepala Badan PPSDMP tentang Petunjuk Teknis 

(Juknis) dan SOP BPP Kostratani oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan 
Ketenagaan Penyuluhan;  

d. Penanyangan Video Tutorial Aplikasi Laporan Utama Kementerian 
Pertanian.  

e. Peran BPP sebagai Pusat Gerakan Pembangunan Pertanian oleh 
Kepala Bidang Program dan Evaluasi serta Penyuluh Pertanian di Pusat 
Penyuluhan Pertanian.  

Hasil pemaparan bahan materi dari narasumber dan hasil diskusi 
sebagaimana terlampir.  

4. Rencana Tindak Lanjut  
a.  Untuk mendukung program pembangunan kedepan, masing-masing 

penyuluh harus menguasai lokasi atau kecamatan bahkan sampai desa 
di masing-masing lokasi. Karena dari lokasi desa atau lurah sampai di 
tingkat kecamatan tersebut untuk program-program pembangunan 
pertanian pelaksanaan kegiatan akan dilakukan di lokasi tersebut.  

b.  Titik kritis di awal untuk melakukan kegiatan atau mendukung program 
pembangunan pertanian, harus disiapkan secara valid, baik dan akurat 
terkaitdengan CPCL dari program-program yang akan dilakukan di lokasi 
masing-masing.  

c.  Petani harus tercantum aktif di Simluhtan, CPCL harus di update melalui 
aplikasi Simluhtan dikarenakan yang akan di review pelaksanaan 
kegiatan dari Direktorat Jenderal lain, atau program-program 
pembangunan pertanian agar pelaksanaan kegiatannya dapat dilihat 
dari data SImluhtan.  

d.  Memfasilitasi para pelaksana kegiatan mendapatkan sumber sarana 
produksbaik dalam bentuk bantuan maupun sarana produksi bukan 
dalam bentuk bantuan.  

e.  Menyiapkan sumber daya manusia yang ada di masing-masing lokasi 
yaitu para penyuluh, para petani bahkan melibatkan para peneliti. SDM 
perlu disiapkan dalam mendukung program pembangunan pertanian di 
masing-masing lokasi dimana secara kapasitas dan kompetensinya 
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harus membangun dikarenakan para penyuluh harus mendampingi para 
petani.  

f.  Menyiapkan lokasi kegiatan dan berkoordinasi mengenai program-
program pembangunan pertanian.  

g.  Menyiapkan lahan usaha tani atau budidaya sampai 
membantu/mendampingi para petani dalam mengolah lahan atau 
mengolah usaha taninya dan mendampingi mengenai proses tanam.  

h.  Target-target produktivitas yang ditetapkan pada program pembangunan 
pertanian dapat tercapai dan memfasilitasi terkait dengan jejaring 
kerjasama.  

i.  Penyuluh harus mempunyai lahan praktek di lokasi masing-masing untuk 
sebagai contoh kepada para petani dengan penggunaan teknologi dan 
budidaya sehingga petani dapat tertarik dalam pengaplikasian untuk 
meningkatkan produktivitas tanam.  

j.  Pada tahun 2021 terdapat aktivitas/kegiatan dimana gabungan petani, 
poktan dan gapoktan menjadi suatu Korporasi. 
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SERTIFIKASI KOMPETENSI THL-TB MENJADI CALON PPPK 
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LAMPIRAN 7.  
 

Sosialiasai Laporan Utama Kementerian Pertanian yang diinput dari 400 BPP 
Kostratani dan Seluruh Indonesia 
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Link daftar hadir dan rekaman Sosialisasi Laporan Utama Kementerian 

Pertanian: 

https://drive.google.com/drive/folders/1dwyKqSYt3DX_smK98SirN3BO5vJ

3tQ_8?usp=sharing 

 

 

 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1dwyKqSYt3DX_smK98SirN3BO5vJ3tQ_8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dwyKqSYt3DX_smK98SirN3BO5vJ3tQ_8?usp=sharing


 
94 

  



 
95 

Lampiran 8. 
 
 

 
SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN  

Launching Integrasi Data Petani SIMLUHTAN dan e-RDKK Berbasis NIK (Nomor 

Induk Kependudukan)  

Jakarta, 30 November 2020 

Yang saya hormati,  

▪ Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  

▪ Ketua Tim Pemeriksa Kementerian Pertanian,Badan Pemeriksanaan 

Keuangan (BPK)  

• Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian 

Dalam   Negeri  

▪ Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian  

▪ Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian  

▪ Para Dirjen dan Kabadan lingkup Kementerian Pertanian  

▪ Para Pejabat Eselon 2 lingkup Kementerian Pertanian  

▪ Para Kepala UPT Lingkup Kementerian Pertanian  

▪ Para Pimpinan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)  

▪ Para Kepala Dinas Pertanian provinsi dan kabupaten/kota  

▪ Kostrawil. Kostratada dan Kostratani  

▪ Para Penyuluh dan Petani di seluruh Indonesia  

Hadirin yang saya hormati,  

Marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena pada hari ini, 

kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas kita 

masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,  

▪ Covid 19 telah mendorong percepatan transformasi digital dan mengharuskan 

masyarakat Indonesia memasuki era baru yaitu ERA MASYARAKAT DIGITAL 

(“DIGITAL SOCIETY”). Oleh karena itu suatu keniscayaan bahwa 

pembangunan pertanian harus dapat memanfaatkan teknologi informasi secara 

efektif dan efisien sebagai upaya untuk mendorong percepatan program dan 

kegiatan peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di 

seluruh wilayah Indonesia.  

▪ Saya sangat mendukung upaya terobosan Integrasi Data Petani SIMLUHTAN 

dan e-RDKK Berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang telah dilakukan 

dalam rangka pemanfaatan inovasi teknologi informasi di bidang pertanian. 

Kegiatan ini merupakan salah satu langkah strategis untuk mengatasi beberapa 

permasalahan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan pupuk 

bersubsidi bagi petani di Indonesia.  

▪ Integrasi data petani berbasis NIK ini bertujuan untuk:  

o Meningkatkan kualitas layanan penyuluhan pertanian di Kostratani dalam 

rangka penentuan petani sasaran penerima pupuk bersubsidi secara adil 

dan transparan  
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o Meningkatkan kualitas dan tatakelola data petani berbasis NIK  

o Mendorong perumusan kebijakan pupuk bersubsidi berdasarkan satu data 

petani berbasis NIK  

o Mendorong pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi secara tepat jenis, 

tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, tepat harga dan tepat 

sasaran  

o Meningkatkan efektifitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 

kebijakan pupuk bersubsidi o Melaksanakan berbagi pakai data untuk 

kesejahteraan petani  

▪ Saya berharap Integrasi Data Petani berbasis NIK ini juga dapat dilaksanakan 

untuk seluruh database petani yang digunakan dalam penentuan target dan 

sasaran pembangunan pertanian sehingga meningkatkan transparansi, kontrol, 

akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka 

penerapan konsep Good Governance di pemerintahan (bebas KKN).  

▪ Saya mengucapkan selamat dan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah 

mendukung langkah strategis ini dan juga mengharapkan komitmen, kerjasama 

dan dukungan penuh dalam implementasi dan penyempurnaan sistem ini 

melalui bimbingan dan pengawalan dari KPK, BPK, Kementerian Dalam Negeri, 

Himbara, Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota, para Penyuluh Pertanian dan 

tentunya Petani di seluruh Indonesia.  

Semoga Launching Integrasi Data Petani Berbasis NIK ini dapat mendorong 

Kementerian Pertanian mewujudkan SATU DATA PETANI di INDONESIA. Terima 

kasih.  

 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  

Jakarta, 30 November 2020 

 

 

 

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo  
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Lampiran 9. 
 

Cara menginput data dan informasi melalui aplikasi laporan utama 
 

  

1 

2 

3 

10 
8 

9 
7 

6 

5 

4 



 
98 

 
  

21 

13 
16 

11 

15 12 

14 

22 19 

18 

20 
17 



 
99 

 

 

 

  

23 

26 24 

25 



 
100 

Lampiran 10.  
 

Proses Pelaksanaan Integrasi data petani berbasis NIK antara Aplikasi 
SIMLUHHTAN dan e-RDKK 
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LAMPIRAN 11. 
 
Draft Peraturan Menteri Pertanian tentang SMIPP. 
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LAMPIRAN 12. 
 

Proses dan Pelaksanaan Penyusunan Draft Peratutan Menteri Pertanian 

tentang SMIPP 
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Lampiran 13. 
 

Dukungan Terhadap Proyek Perubahan 
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Lampiran 14.  
 
Kumpulan Link Berita Implementasi Proyek Perubahan  

 
 

 
 

https://inilah.com/news/2582063/kementan-sosialisasi-laporan-program-
utama 
 
 

 
 
https://mediaindonesia.com/read/detail/354627-akurasi-laporan-penyuluh-
program-utama-kementan 
 

 

https://mediaindonesia.com/read/detail/354627-akurasi-laporan-penyuluh-program-utama-kementan
https://mediaindonesia.com/read/detail/354627-akurasi-laporan-penyuluh-program-utama-kementan
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https://republika.co.id/berita/qijm3v349/penyuluh-penentu-kualitas-laporan-
program-utama-kementan 
 
 

 
 
https://inilah.com/news/2584899/mentan-luncurkan-integrasi-simluhtan-e-
rdkk 
 

 

https://republika.co.id/berita/qijm3v349/penyuluh-penentu-kualitas-laporan-program-utama-kementan
https://republika.co.id/berita/qijm3v349/penyuluh-penentu-kualitas-laporan-program-utama-kementan
https://inilah.com/news/2584899/mentan-luncurkan-integrasi-simluhtan-e-rdkk
https://inilah.com/news/2584899/mentan-luncurkan-integrasi-simluhtan-e-rdkk
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https://ekbis.sindonews.com/read/251640/34/integrasi-data-petani-berbasis-
nik-agar-distribusi-pupuk-bersubsidi-tak-salah-sasaran-1606763550 
 

 

 
 

https://m.republika.co.id/berita/qkncje349/mentan-luncurkan-integrasi-
simluhtan-dan-e-rdkk-berbasis-nik 
 

 

https://ekbis.sindonews.com/read/251640/34/integrasi-data-petani-berbasis-nik-agar-distribusi-pupuk-bersubsidi-tak-salah-sasaran-1606763550
https://ekbis.sindonews.com/read/251640/34/integrasi-data-petani-berbasis-nik-agar-distribusi-pupuk-bersubsidi-tak-salah-sasaran-1606763550
https://m.republika.co.id/berita/qkncje349/mentan-luncurkan-integrasi-simluhtan-dan-e-rdkk-berbasis-nik
https://m.republika.co.id/berita/qkncje349/mentan-luncurkan-integrasi-simluhtan-dan-e-rdkk-berbasis-nik
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https://indopos.co.id/read/2020/12/01/265951/pupuk-bersubsidi-mentan-
luncurkan-integrasi-simluhtan-dan-erdkk/ 
 

https://indopos.co.id/read/2020/12/01/265951/pupuk-bersubsidi-mentan-luncurkan-integrasi-simluhtan-dan-erdkk/
https://indopos.co.id/read/2020/12/01/265951/pupuk-bersubsidi-mentan-luncurkan-integrasi-simluhtan-dan-erdkk/

